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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab
pertanyaan,bagaimana tinjauan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang
tindak pidana narkotika dengan sanksi hukuman kumulatif putusan di Pengadilan
Negeri Madiun dalam kajian Fikih Jinayah?

Data penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (teks
reading) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dan komparatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap
sanksi hukuman kumulatif pada pelaku tindak pidana narkotika, hakim
menetapkan putusan hukuman kumulatif karena terdakwa terbukti pengedar
narkotika sekaligus mengkonsumsi narkotika, sehingga putusan ditetapkan dalam
sanksi hukuman kumulatif pidana kurungan penjara dan denda.

Undang-undang No. 22 Tahun 1997 terhadap putusan hakim No.
08/pid.b/2009/PN Madiun, ditetapkan dalam Undang-undang yang mengatur
pasal hukuman narotika, bagi pengedar, menkonsumsi, dan jenis-jenis narkotika
atau psikotropika.

Fikih Jinayah dengan sanksi hukuman kumulatif ditetapkan antara
hukuman potong tangan dan dirajam, memang benar hukum islam itu kejam
karena sudah ditetapkan dalam nash al-Quran dan Hadits.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka narkotika dengan sanksi
hukuman kumulatif yang dikaji dalam fikih jinayah. Memacu dalam hukuman
narkotika dengan hukuman kumulatif
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DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini mungkin dijumpai nama dan istilah teknis
(technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin.
Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai
berikut :

1 Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke dalam tulisan Latin
sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan
sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB LATIN
Kons. | Nama Kons. Nama

) Alif Tidak dilambangkan

< Ba B Be

< Ta t Te

< Sa s| Es (dengan titik diatas)
z Jim ] Je

z Ha h} Ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh Ka dan Ha

3 Dal D De

3 Zal Al Zet (dengan titik di atas)
J Ra r Er

J Zai y2 Zet

5 Sin S Es

S Syin sy Es dan Ye
ua Sad s} Es (dengan titik di bawah)
Ua Dad d} De (dengan titik di bawah)
L Ta t} Te (dengan titik di bawah)
L Za z} Zet (dengan titik di bawah)
d Ain ¢ Koma terbalik (di atas)
¢ Gain G Ge

— Fa f Ef

A Qaf Q Ki

< Kaf K Ka

dJd Lam L El

p Mim M Em

O Nun n En

3 Wau \' We

> Ha h Ha

¢ Hamzah ! Apostrof

¢ Ya Y Ya




. Vokal tunggal atau monofiong bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa
tanda dan harakat, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan
huruf sebagai berikut :

a. Tanda fathah dilambangkan dengan huruf a

b. Tanda kasrah dilambangkan dengan huruf i

¢. Tanda dammah dilambangkan dengan huruf »

. Vokal rangkap atau difiong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan
dengan gabungan huruf sebagai berikut :

a. Vokal rangkap ! dilambangkan dengan gabungan huruf a

b. Vokal rangkap (! dilambangkan dengan gabungan huruf ay

. Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan
horisontal) di atasnya

. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid,
transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama
dengan huruf yang bertanda syaddah itu

. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-la>m,
transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai
dengan bunyinya dan ditulis terpisah penghubung

. Ta>' marbu>tah mati atau yang dibaca seperti berharakat sukun, dalam
tulisan latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan ta>’ marbu>tah yang
hidup dilambangkan dengan huruf “t”

. Tanda apostrof () sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk
yang terletak di tengah atau di akhir kata. Sedangkan di awal kata, huruf
hamzah tidak dilambangkan dengan sesuatu pun.



BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Negeri Madiun yang terletak di Kabupaten Madiun Jawa
Timur telah banyak menyidangkan kasus dan juga memberikan hukuman bagi
para pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang telah disidangkan
adalah kasus narkotika yang dilakukan oleh warga Madiun. Penyalahgunaan
narkotika sebagai suatu gejala sosial masyarakat di Indonesia terutama di
kota-kota besar, mulai tampak dan menjadi perubahan perhatian orang di
mana-mana sejak sekitar tahun 1989. Pemakaian narkotika di luar petunjuk
dokter seperti yang dilakukan oleh penghisab pecandu atau pemakai sudah
lama ditemukan di Indonesia, yaitu pada zaman Hindia Belanda.

Dalam menyidangkan kasus narkotika yang dilakukan oleh warga
Madiun Pengadilan Negeri Madiun menjatuhkan sanksi hukuman kumnlatif'
Hukuman kumulatif adalah hukuman yang sanksi hukumannya gabung atau
hukuman berganda, hukuman penjara kurungan dan pidana denda. Hukuman
kumulatif sebab gabungan tindak pidana, jika satu orang melakukan beberapa
tindak pidana pada waktu yang bersamaan. Hukuman maksimum baru dapat
ditambah dengan sepertiga, jika seseorang melakukan kejahatan.? Seperti

contoh kasus “pembunuhan yang direncanakan” diberatkan hukuman penjara

! Wawancara, ibu Tiwik hakim anggota , Hukum Kumulatif, (di Pengadilan Negeri Madiun), 22
Februari 2011,
% Soeharto, Narkotika I, (Surabaya: Generasi Muda, 1975), 34.



dan denda karena terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana

pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman sesuai pasal 340 KUHP
barang siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang
lain, diancam, karena membunuh dengan rencana (mood), dengan pidana
mati atau pldana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu”, paling
lama 20 tahun.’

Oleh karena itu dikenakan sanksi hukuman kumulatif, sebab
menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan yang direncanakan
sehingga sanksi hukumnya berganda.

Hukum pidana dalam Undang-undang narkotika Indonesia tampak
sekali berproses dalam suatu dinamika sosial dan teknologi yang berpengaruh
terhadap perkembangan kriminalitas Indonesia, kebijakan hakim dalam
hukum pidana terutama dalam putusan perkara kasus narkotika memacu
dalam Undang-undang No.22 Tahun 1997. Dalam Undang-undang narkotika
ini ketentuan pidananya mirip dengan Undang-undang psikotropika dan
termasuk juga dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997.* Narkotika dalam
Undang-undang No. 22 Tahun 1997 terdapat pada Bab 1 ketentuan umum
pasal 1 ayat 1, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan. Jenis
sanksi dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 dijelaskan dalam pasal 56
yaitu sanksi administratif, pasal 78 sampai pasal 99 yaitu mengenai sanksi
denda, hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 (dua

puluh) tahun.’

3 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara,2005), 123.
4 Andl hamzah, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 24.
$ Kaligis, Narkotika dan Pengadilan di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2002), 21-22.



Hukum Islam atau hukum pidana Islam banyak kesesuaian, tidak perlu
dipertentangkan. Karena hukum pidana Islam menegaskan, seseorang tidak
bisa dihukum jika tidak ada aturan yang melarang perbuatan itu. Prinsipnya,
seluruh perbuatan pada dasarnya boleh dilakukan, kecuali jika ada peraturan
yang melarangnya. Salah satu konsep pertanggung jawaban pidana dalam
fikih jinayah yang bias diadopsi KUHP adalah lembaga pemaafan. Bukan
rahasia umum, kondisi lapas di negeri ini sudah overquote. Bukan efektif
menjadi lembaga rehabilitasi, lapas justru menjadi Jocus delicti bagi terjadinya
tindak pidana, seperti tindak pidana narkotika. Belum lagi, Negara harus
menanggung biaya yang besar untuk menjamin kelangsungan hidup para nara
pidana.®

Pada saat ini, penyalahgunaan narkotika memiliki corak yang lama,
yaitu dengan adanya suatu jaringan yang berantai dan tersembunyi, sehingga
tidak hanya berkembang di kota-kota besar saja, tetapi sudah merambah ke
kota-kota kecil di daerah jaringan penyebaran dan pemakaian narkotika yang
lebih dikenal dengan nama sistem sel. Pemakaian dan pengedar narkotika dari
waktu ke waktu semakin banyak. Pemakaian dan pengedar narkotika di tanah
air memang dijerat dengan pasal-pasal hukum, dari hukum yang ringan
sampai yang terberat hukuman mati. Penyalahgunaan narkotika mempunyai
akibat yang sangat luas, tidak hanya dikalangan generasi muda, termasuk juga
di kalangan anak-anak. Pemakai narkotika akan mempunyai sifat

ketergantungan, artinya orang yang telah memakai narkotika akan selalu

€ Zahroni, Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, (Jakarta: Grafindo Awanawan, 1980), 56.



mencari dan menggunakan narkotika secara terus menerus, yang dosisnya
semakin bertambah. Untuk mendapatkan narkotika yang dibutuhkan, pemakai
tidak segan-segan menempuh cara-cara yang bertentangan dengan moral
agama, hukum Islam dan hukum positif. Narkotika memang sebagai racun
jiwa dan raga, tahap terakhir penegasan Allah dalam Q. S. al-Maidah: 90
bahwa khamar (bentuk paling primitif dari narkotika) adalah bahwa ia keji dan
termasuk perilaku syetan, maka jauhilah! Demikian juga mengkonsumsi
narkotika adalah benar-benar perbuatan keji dan perilaku syetan yang dapat
merusak jiwa dan raga seseorang.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang
dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam
Undang-undang.

Narkoba sebuah singkatan dari kata narkotika dan obat-obat tclarang.
Sedangkan istilah lain dari narkoba adalah NAPZA, yang merupakan
kepanjangan dari narkotika, al-khohol, psikotropika dan zat adiktif. Semua
bentuk narkotika benda-benda atau zat kimia yang dapat menimbulkan
ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya. 7

Narkotika dan minuman-minuman keras tekah lama dikenal umat

manusia. Tapi sebenarnya lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya.

7 Kharisudin, INABAH, {(Surabaya: Bina Iimu, 2005), 147.



Hampir semua agama besar melarang umatnya untuk mengkonsumsi
narkotika dan minuman keras (dalam bentuk yang lebih luas adalah
narkotika). Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat al-Quran dan hadis yang
melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang
memabukkan. Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengkonsumsi minuman
keras yang memabukkan adalah sama dengan larangan mengkonsumsi
narkotika Q. S. al-Maidah (5): 90-91
D STy LTy Syl 25l L) 1587 o G
Ol B8] 0 5138 G (Lo s
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala,

dan mengundi nasib dengan anak panah adalah cermin dari perbuatan
setan, maka jauhilah agar kamu beruntung”. ¢

SAN 8 sl S5 MK g of O A G
e 1 U DXLl 0y 4l S5 (o 5y il
“Sesungguhnya setan bermaksud memicu permusuhan dan kebencian
diantara kamu karena persoalan khamar dan berjudi, dan
memalingkanmu dari Allah dan sholat, maka berhatilah kamu (dari
khamar dan judi)”'.

Jelas dari ayat di atas, khamar (narkotika) biasa memerosotkan
seseorang kederajat yang rendah dan hina, karena dapat memabukkan dan
melemahkan. Orang yang terlibat dalam menyalah gunakan narkotika dan
khamar dilaknat oleh Allah, entah pembuatnya pemakaianya, penjualnya,
pembelinya, penyuguhnya, dan orang-orang yang mau disuguhi.’

Latar belakang masalah yang telah dijelaskan, yaitu Pengadilan Negeri

Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana narkotika telah

8 Departemen Agama, aJ-Quran dan Terjemahan, (Semarang: Grafindo Persada, 1994), 176-177
® Arief Hakim, Bahaya Narkotika Alkhohol, (Bandung: Cinabe Indah, 2004), 88.



menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang melanggar pasal 80 ayat m
huruf (a) dan pasal 79 ayat (1) huruf (a). akan tetapi dalam hal menjatuhkan
hukuman kumulatif, di mana sanksi hukuman ini memberatkan dua hukuman
kurungan penjara dan hukuman denda, pada kasus ini terdakwa pemakai dan
menjual, maka penelitian ini akan membahas lebih dalam tentang sanksi
pemberatan hukuman kumulatif, di mana sanksi hukum kumulatif adalah
hukuman yang sanksi hukumanya gabung atau hukuman berganda. Dan kasus
ini memberatkan sanksi kumulatif seharusnya terdakwa cukup di penjara akan
tetapi putusan memberikan sanksi hukuman penjara dan denda ditambahkan
1/3 (sepertiga) kurungan apabila denda tidak dibayarkan. Dalam hal tindak
pidana di Pengadilan Negeri Madiun, peneliti akan mengkaji dan meneliti
serta menganalisis kasus tindak pidana narkotika dengan sanksi hukuman
kumulatif."° |

Merujuk pada latar belakang di atas, maka peneliti melakukan
penelitian secara lebih mendalam terhadap sanksi hukuman kumulatif dalam

memutuskan perkara narkotika di Pengadilan Negeri Madiun.

B. Identifikasi Masalah
Dari paparan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi
beberapa masalah sebagai berikut:
1. Dasar putusan Pengadilan Negeri Madiun.
2. Penarikan putusan dengan sanksi hukuman Kumulatif.

3. Undang-undang 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

19 gy darsono, Kenakalan Remaja I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 77.



4. Ruang lingkup narkotika seperti ganja, heroin, kokain, morfin, dan lain-
lain.

5. Macam-macam hukuman bagi pelaku pidana narkotika.

6. Pendapat para Imam tentang keharaman dan sanksi khamar atau narkotika
(fikih jinayah).

7. Dasar-dasar diharamkan nya khamar.

8. Faktor penyebab diharamkan nya khamar.

9. Siapa saja yang dapat dijatuhi hukum, berkaitan dengan khamar.

. Batasan Masalah
Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi penulisan
kripsi ini dengan batasan sebagai berikut:
1. Pertimbangan hakim.
2. Tinjauan Undang-undang No. 22 Tahun 1997

3. Tinjauan Fikih Jinayah.

. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi hukuman kumulatif pada
pelaku tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 terhadap putusan
hakim No. 08/PIB.B/2009/PN Madiun?

3. Bagaimana tinjauan Fikih Jinayah terhadap sanksi hukuman kumulatif?



E. Kajian Pustaka

Tindak pidana narkotika dengan hukuman kumulatif dalam penjara
mengalami “masa krisis”, karena termasuk salah satu hukuman pidana.

Banyak kritik tajam ditunjukan terhadap jenis pidana perampasan
kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektifitas maupun dilihat dari akibat-
akibat negatif lainya yang menyertai atau berhubungan dengan akibat negatif
terhadap pidana penjara atau kurungan. Maka hukuman kumulatif banyak
digunakan untuk memutuskan suatu perkara pidana.'

Masalah sanksi hukuman kumulatif dalam tindak pidana narkotika
telah banyak dibahas, oleh kalangan pakar hukum Indonesia. Akan tetapi,
penjelasan mereka kurang lengkap dan sedikit sekali, karena masalah yang
dibahas tidak hanya terfokus pada itu saja. Karya ilmiah yang telah ditulis
adalah hanya terfokus pada pengertian narkotika sehingga sanksi hukuman
kumulatif hanya sedikit yang dibahas, karya ilmiah ini yang di tulis oleh
Lailatul tahun 1988.

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang pengertian
narkotika, persamaan narkotika dengan hukuman kumulatif, baik hukum Islam
maupun hukum positif ( UU No. 9 Tahun 1976) dijatuhkan hukuman mati
sebagaimana hukuman maksimal terhadap para bandar narkotika. Dalam
menjatuhkan hukuman kumulatif antara penjara atau denda dan sanksi hukum
Islam yang diterapkan terhadap pelaku penanggulangan narkotika (pengedar,

pembuat, dan pecandu) dikelompokkan dalam jarimah hudud berupa jilid

"! Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Kencana, 2008), 193.



minimal 40 kali dan maksimal 80 kali ditambah dengan hukuman ta’zir.
Hukum positif (Undang-Undang No.9 Tahun 1976), para pelaku
menyalahgunaan narkotika dikenakan sanksi hukuman penjara atau denda
sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang sebelumnya.

Karya ilmiah yang kedua adalah terkait tentang hukum Islam terhadap
hukuman kumulatif yang ditulis oleh Ida Wati tahun 1996. Dalam skripsinya
membahas tentang hukuman bagi pelaku pengedar narkotika, dan
menganalisis sanksi hukuman kumulatif terhadap narkotika kedalam sanksi
hukuman gabungan dan yang terkait menurut hukum Islam. Hukum Islam
menilainya bahwa pengedar narkotika adalah penyebab kehancuran
penyalahgunaan obat narkotika, Akibat dari penyalahgunaan itu adalah
kehancuran bagi dirinya juga lingkungan masyarakat, dengan itu, narkotika
adalah penyebab kehancuran. Dalam hukuman kumulatif terdakwa dihukum
penjara dan denda, adapun hukum Islam juga mengenal adanya sanksi

| hukuman kebijakan pemerintah, pemerintah sepenuhnya menentukan besar
kecilnya hukuman bagi pelaku tindak pidana.

Penelitian yang penulis bahas berbeda dengan dua penelitian skripsi di
atas, permasalahan yang dibahas fikihnya meninjau hukum kumulatif tidak
sama lebih terfokus pada sanksi hukuman kumulatifnya pada hukum narkotika
fikih jinayah tehadap putusan Pengadilan Negeri Madiun. Namun, tidak dapat
dipungkiri bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis

sebelumnya tetap menjadi bahan atau masukan dalam penelitian ini.
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F. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian diselaraskan dengan rumusan masalah yang telah

dikemukakan di atas antara lain:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi hukuman
kumulatif pada pelaku tindak pidana narkotika.

2. Untuk mengetahui tinjavan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 terhadap
putusan hakim No. 08/PID.B/2009/PN.

3. Untuk mengetahui tinjauan Fik;h Jinayah terhadap sanksi hukuman

kumulatif.

G. Kegunaan Hasil Penelitian
Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa beberapa
manfaat sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
a. Sebagai kajian ilmiah yang diharapkan untuk memperkaya khasanah
pengetahuan dan kepustakaan dibidang sanksi hukuman kumulatif
terhadap tindak pidana narkotika
b. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian dan kajian tentang
eksistensi pemberantasan kasus narkotika.
2. Secara Praktis.
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada
seluruh masyarakat pada umumnya:
a. Informasi hukum kepada masyarakat mengenai tentang tindak pidana

narkotika.
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b. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang

narkotika.

c. Serta tinjauan terhadap fiqih jinayah terhadap sanksi hukuman

kumulatif.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka di bawah ini akan

dijelaskan pengertian dari judul yang akan dibahas sebagai berikut:

Narkotika

Hukuman kumulatif :

Fikih jinayah

: Membius, menghilangkan rasa atau menyebabkan tidak

dapat berfikir atau tidak sadar. Zat-zat bila masuk ke
dalam tubuh manusia, dapat menekan fungsi dan
kegiatan dari otak dan persyarafan.12

Sanksi hukuman kumulatif adalah hukuman yang
sanksi hukumnya gabung atau hukuman berganda
antara hukuman kurungan penjara dan denda. Teori
berganda kumulatif yang dipegangi oleh hukum pidana
Inggris, menurut teori berganda perbuatan yang
mendapat semua hukuman yang di tetapkan untuk tiap-
tiap perbuatannya, kelemahan cara tersebut terletak

pada banyaknya hukuman yang dijatuhkan.13

: Syariat islam teiah menjelaskan bahwa pelaku kriminal

akan mendapatkan hukuman, baik hukuman di dunia

12 7ainul Bahry, Kamus Umum, Hukum dan Politik, (Bandung: Angkasa, 1996), 188.
13 Lumintang, Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1984),176.
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maupun hukuman di akhirat yang dipandang tercela
oleh syara’. Hukuman yang mengatur tentang
ketentuan-ketentuan tindak pidana berdasarkan ajaran
dan syariat Islam, yang bersumber dari al-Quran dan

as-sunnah, serta pendapat para mujtahid dan fuqaha.'*

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikurapulkan dalam penelitian ini adalah data tentang

tindak pidana narkotika dengan sanksi hukuman putusan Pengadilan Negeri

Madiun yang terkait dengan pokok-pokok permasalahannya yaitu:

a.
b.
c.

d

€.

Jenis-jenis narkotika.

Hukuman kumulatif,

Macam-macam hukuman menurut fikih jinayah.
Putusan Pengadilan Negeri Madiun.

Deskripsi atau profil Pengadilan Negeri Madiun.

2. Sumber data

a.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa scbab adalah:
Sumber data primer yaitu, sumber data yang berkaitan langsung dan
kompeten dengan permasalahan yang diteliti, antara lain :

1) Ketua Pengadilan Negeri Madiun.,
2) Petugas penyimpanan arsip keputusan.,
3) Fikih jinayah bab “Uqubat” dengan sanksi hukum.,

' Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 7.
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4) UU No. 22 tahun 1997,

5) al-Qur’an dan Hadits.

. Sumber data sekunder yaitu, sumber pendukung dan pelengkapan yang
diambil dari béberapa bahan pustaka yang berhubungah dengan
permasalahan yang diteliti, antara lain :

1) Narkotika dan Pengadilan Negeri di Indonesia oleh O.C. Kaligis.,

2) Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia oleh Lumintang.,

3) Kenakalan Remaja oleh Sudarsono.,

4) Asas-asas Hukum Pidana Islam oleh Ahmad Hanaf dan lain-lain.

. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan arsip putusan No.

08/PID.B/2009/PN, di ruang arsip yang disusun sebagai berikut:

. Observasi, yaitu peninjauan, pengamatan.,

. Reading, yaitu membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berikut
berkenaan dengan data penelitian.,

. Writing, yaitu mencatat data yang berkenaan dengan penelitian.,

. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bandung Suhermoyo. SH,

M. Hum selaku hakim ketua.

. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dalam bentuk uraian yang disusun

sebagai berikut:

a. Editing,Yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari segi

kelengkapanya, kejelasannya, kesesuaian antara data yang satu dengan

yang lain, guna relevansi dan keseragaman.
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b. Organising, Yaitu menyusun data dan membuat sistematika pemaparan
untuk mengisi kerangka pemikiran yang sedang direncanakan menjadi
sebuah pokok bahasa yang tersusun pada bab III tentang tindak pidana
narkotika serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana.

c. Analyzing,Yaitu analisa dari data yang telah dideskripsikan pada bab III
dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang bahasa
atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparan di dalam
rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi sanksi hukum kumulatif
dan analisa tinjauan figih jinayah terhadap kasus tersebut.

| 5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan mengenai
sanksi hukuman kumulatif yang diputuskan dalam kasus narkotika oleh
Pengadilan Negeri Madiun secara keseluruhan, mulai dari deskripsi
kasus, sampai dengan isi putusan.

b. Pola pikir deduktif, yaitu berawal dari mempelajari teori dalam dalil-
dalil, Kemudian ditarik suatu kesimpulan dari yang khusus dari yang

umum hasil penelitian yang dilakukan.

J. Sistematika Pcmbahasan
Skripsi ini menjadi dalam beberapa bab dan dalam setiap bab terdiri dari
beberapa sebagian bab, hal ini memudahkan dalam mendapatkan pengertian
secara detail dan komperatif tentang isi skripsi ini. Maka permasalahannya

dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab,
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sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, dan untuk selanjutnya
sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menerangkan secara
berurutan tentang latar belakang masalah identifikasi dan batasan masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,
definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan. Dengan
gambaran bab I ini diharapkan skripsi ini bias menjadi yang lebih baik, baik
alasan yang di bahas, cara pembahasan maupun pendekatan yang di pakai
dalam pembahasan.

Bab kedua, dalam skripsi mulai mengupas kerangka teoritis tentang
narkotika dan hukuman kumulatif dalam perspektif hukum positif dan fikih
jinayah, narkotika dan hukuman kumulatif perspektif hukum positif, narkotika
dan jenis-jenis nya, hukuman kumulatif dan implementasinya, sanksi pidana
narkotika menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1997. Narkotika dan
hukuman kumulatif perspektif fikih jinayah, narkotika dalam perspektif fikih
jinayah, hukuman dalam fikih jinayah, sanksi pidana pengedar narkotika
menurut fikih jinayah.

Bab ketiga, membahas tentang data penelitian Pengadilan Negeri
Madiun dan putusan No. 08/PID.B/2009/PN Madiun tentang jual bali narkotika,
deskripsi singkat Pengadilan Negeri Madiun, sejarah Pengadilan Negeri
Madiun, Struktur organisasi, deskripsi perkara di Pengadilan Madiun.
Pertimbangan hakim terhadap sanksi hukuman kumulatif pada pelaku tindak
pidana narkotika, dasar hukum penetapan hukuman (putusan No.
08/PID.B/2009/PN Madiun.
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Bab keempat, membahas tentang analisis terhadap putusan Pengadilan
Negeri Madiun tentang sanksi hukuman kumulatif terhadap pelaku tindak
pidana narkotika, analisis menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1997,
Analisis menurut fikih jinayah.

Bab kelima, merupakan bab penutup mengemukakan tentang

kesimpulan dan saran dari penulisan.



BABII
NARKOTIKA DAN HUKUMAN KUMULATIF DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN FIKIH JINAYAH

A. Narkotika dan Hukuman Kumulatif Perspektif Hukum Positif

Narkotika memang memiliki dua sisi yang sangat antagonis. Pertama,
narkotika dapat memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup dengan
beberapa ketentuan. Kedua, narkotika dapat membayahakan pemakaianya
karena efek negatif yang distruktif. Dalam kaitan ini pemerintah Republik
Indonesia telah membuat garis-garis kebijaksanaan yang termuat dalam
Undang-undang No. 22 Tahun 1997. Penyalahgunaan narkotika dan obat-
obat perangsang yang sejenisnya oleh kaum remaja erat kaitanya dengan
beberapa hal yang menyangkut sebab. Motivasi dan akibat yang ingin dicapai.
Secara sosiologis, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja merupakan
perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebagai
pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial.'® Secara
subjektif individual, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja sebagai salah
satu akselerasi upaya individual atau subjek agar dapat mengungkap dan
menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga
yang hakekatnya menjadi kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap
individu, terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang

dalam segala aspek kahidupan. Secara obyektif penyalahgunaan narkotika

'* Oemar Seno, Hukum-Hakim Pidana, (Jakarta: Erlangga, 1984), 124.

17
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merupakan fisual dari proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental
sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat. ' Hukum kumulatif
memacu dalam jenis tindak pidana penggabungan ini dapat discbut dengan
istilah “ pidana terbatas”, dengan jenis pidana ini dimaksudkan, terpidana
hanya menjalani sebagian dari pidana perampasan kemerdekaannya dan
sebagian lainnya atau sisanya dijalani di luar lembaga (non-custodian) tetapi
tetap dalam pengawasan. Jadi, sebagian menjalani pidana perampasan
kemerdekaan dan sebagian lagi menjalani pidana pengawasan.

Dengan pengertian demikian, jenis pidana ini dapat juga dikatakan
sebagai “pidana-antara” karena kualitasnya berada diantara pidana penjara dan
pidana pengawasan. Artinya, lebih ringan dari pidana penjara dan pidana
pengawasan. Dari pengertian di atas jelas terlihat, bahwa bentuk dari pidana
antara pidana gabungan atau kumulatif ini tetap mengandung sifat custodian,
sifat eustodian inilah yang menandai sifat lebih berat dari pada pidana
pengawasan. Walaupun bersifat custodian, namun untuk memberikan sifat
lebih ringan dari pada pidana penjara biasa, maka dapat ditetapkan maksimum
umum yang lebih ringan untuk jenis pidana hukuman kumulatif atau
penggabungan ini. Untuk pidana penjara biasa, maksimum umum yang
ditetapkan dalam konsep KUHP 1982 maupun dalam KUHP yang sekarang
berlaku 15 tahun.” Untuk pidana penjara terbatas ini dapat misalnya,
ditentukan maksimum umum yang sama dengan pidana pengawasan menurut

konsep 1982, yaitu selama 3 tahun. Di samping itu, sifatnya yang lebih ringan

'¢ Sudarsono, Kenakalan Remaja, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 67-68.
17 Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Kencana, 2008), 196.
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terlihat dari tindak pidana yang perlu dijalaninya seluruh pidana itu di dalam
lembaga, tetapi dapat dilanjutkan di luar lembaga di bawah pengawasan (non-
custodian). Selama berada di luar lembaga terpidana dapat dikenakan
kewajiban tertentu yang bersifat kemanusiaan atau bersifat sosial untuk
kepentingan masyarakat pada umumnya. Adanya kewajiban tertentu ini yang
menandai sifat lebih berat dari jenis pidana ini dibandingkan dengan pidana
pengawasan.

Dari uraian di atas dapat dipahami hukuman kumulatif atau gabungan
hukuman, dengan pengertian tersebut dalam hukum positif sebagai tindak
pidana hukum kumulatif atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat
dari suatu pelanngaran hukum. Dalam hukum positif, contoh-contoh pidana
(pidana pencurian, pidana pembunuhan, pidana pemerkosaan, dan sebagainya).
Diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan
sebagainya. Jadi dalam hukum positif, diistilahkan dalam delik atau tindak
pidana. Hukum posotif juga dikenal dengan istilah perbuatan pidana, peristiwa
pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum yang artinya sama
dengan delik. Semua itu merupakan pengalihan dari bahasa Belanda, strafbaar
feit.'® Dalam pemakaian istilah delik lebih sering digunakan dalam ilmu hukum
secara umum, sedangkan istilah tindak pidana sering kali berkaitan terhadap
korupsi, yang dalam undang-undang biasa dipakai istilah perbuatan pidana.
Adapun dalam pemakaian tindak pidana kata hukum positif lebih mempunyai

arti lebih umum (luas), yaitu ditunjukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut

18 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, 15
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pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi segala sesuatu
yang ada sangkut paunya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi
satu perbuatan dosa tertentu. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh Negara-
nagara di dunia termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini permasalahan tersebut
semakin marak dan terbukti dengan peningkatnya jumlah penyalahgunaan,
pengedar yang tertangkap, dalam upaya pemberantasan peredaran gelap
narkotika pemerintah melalui aparat keamanan dan penegak hukum telah
banyak melakukan penangkapan, serta pemberian hukum.

Di Indonesia dan berbagai belahan di dunia lainya, narkotika obat-
obatan terlarang telah mempengaruhi segala lapisan masyarakat, terutama
generasi muda. Konsumsi terhadap narkotika semakin banyak dikalangan
remaja yang dianggap sebagai salah satu cara untuk mnghilangkan stress,
konflik yang berbagai problem yang mereka hadapi keberadaan narkotika
mengancam masa depan manusia. Di samping penyangkit ganas, dari waktu ke
waktu narkotika mengalami peningkatan, baik dari aspek kwalitas maupun
kwantitasnya. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan perangsang yang
sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang
menyangkut motivasi dan akibat yang ingin dicapai.

Secara sosiologis penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja
merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan atau pengalaman
scbagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial.

Dalam ketentuan umum Undang-undang narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang
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narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai
mengilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang
dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-
undang ini. Dalam menyidangkan kasus narkotika memberikan hukuman
primer dan subsider. Hukuman primer yang diberikan yakni dengan
menjatuhkan pasal 113 ayat (2) yaitu: “Dalam hal perbuatan memproduksi,
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram
atau melebihi 1 batang pohon atau bentuk bukan bukan tanaman beratnya
melebihi 5 gram, pelaku pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur
hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
(sepertiga).” ' Sedangkan hukuman subsider yang diberikan yakni dengan
menjatuhkan pasal 112 ayat (2) yaitu: “ Dalam hal perbuatan memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan
tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram,
pelaku dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditémbah 1/3 (sepertiga). Dengan

menjatuhkan pasal-pasal tersebut, maka dalm menjatuhkan hukuman dengan

' Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997. 05
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hukuman 18 tahun penjara dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar
rupiah). Dalam upaya pencapaian manfaat maksimal dari berlakunya kaidah
hukum, maka di dalam undang-undang diatur pula pidana bagi subjek hukum
yang mempersulit penyidikan. Demikian pula diatur dengan tegas pidana bagi
para sanksi dan badan hukum serta bagi yang melakukan kejahatan atau
pelanggaran terhadap materi undang-undang tentang narkotika.?’
1. Narkotika dan jenis-janisnya
Zat-zat yang termasuk narkotika menurut Undang-undang No. 22
Tahun 1997 adalah:
Golongan I :
a.Tanaman papaver Somniferum 1 dan semua bagian-bagiannya
termasuk buah dan jeramnya kecuali bijinya.
b. Opinium masak adalah tanaman koka, tanaman dari semua jenis
Enythocoxylon dari keluar Enythocoxylon termasuk di dalamnya buah
dan bijinya.

c. Daun koka, daun atau belum yang sudah dikeringkan atau dalam bentuk
serbuk dari sebuah tanaman jenis Enythocoxylon dari keluarga
Enythocoxylon yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui
perubahan secara kimiawi.

d. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang

dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.

2 Sudarsonoll, Kenakalan Remaja, 78
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. Tanaman ganja, semua tanaman jenis Carrabis dan semua bagian dari
tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau
bagian tanaman ganja termasuk damar.
Tesiahydrocannabilonol dan semua isomen serta semua bentuk stereo
kimia.
. Delta 9 Tesiahydrocannabionol dan semua bentuk stereo kimianya.

. Asetrofina: 3-0 ocesilsehahudro -7 ~ - (1- hidroksi -1- mesilbutil) -6, 14
— endeoseno — orpaina.

Acetil — alfa mesilfetanil: H — (1- ( ~ - meetilfanetil) — 4 pipeudil)
aseatiokaka.
. Alfa — metilfentanil: H - (1 - (~ metilfenatil) — 4 - pipeudil)
piopionanioka.

Alfa — metiltiofentanil: H — (I) I — metal — 2 — ( 2 — tienil ) etil ( - 4
piperedil — propionanilida.
. Beta — hidroksi — 3 - metilpentanil: N — (I) (beta — hidroksifenetil) — 3 —
metal - 4 - pi;)eredil) propionanilidt.
. Beta - hidroksifentanil: N — (I -) (beta — hidroksifenetil — 4 — piperidil)

propionanilida.

. Desomorfina: dihidrodeoksimorfina.

. Storfina: tetrahidro — 7 alfa — ( I — hidroksi — I — metilbutil ) — 6, 14

edoetena — oripavina.

. Heroin: diacetilmorfina.

Ketabemidona: 4 — meta — hidroksfenil — I — metal — 4 —
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s. propionilpiperidina.

Golongan II :

a. Afasetilmetadol : Alfa -3- asetoksi -6- dimentil amino — 4, 4-
defenilheptara.

b. Alfamiprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipe Piridina.

c. Alfametadol : Alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptona.

Golongan III :

a. Asetildihidrokodenia.

b. Dekstropropopsifena : Alfa-(+)-4-dimetilno-1,2-definil-3-

metil-2-butonalpropionat.

c. Dihidrokodenia.

d.  Etilmorfina: 3-etilmorfina

e. Kodenia : 3-etilmorfiKodenia : 3-etilmorfina.

f. Nikodikodina : 6-nikotinildhihidrokodeina.

g. Nikodina : 6-nikotinilkodenia.

h.  Norkodeina : 6-nikotinilkodeina.

Undang-undang No. 22 Tahun 1997, Penggolongan narkotika di
atas diadakan oleh para ahli medis karena memang mempunyai tujuan
tertentu, yaitu guna menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan
pelayanan kesehata dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, untuk
mencegah terjadinya atau penyalahgunaan narkotika dan untuk
memberantas peredaran gelap narkotika. Ketentuan ini tercantum sebagai

mana isi UU No 22 tahun 1997, bab II, pasal 3.
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2. Hukuman Kumulatif dan Implementasinya

Hukuman kumulatif gabungan perbuatan yang boleh dihukum
pasal 63 sampai dengan 71, hukuman kumulatif dilakukan karena
melakukannya beberapa tindak pidana padahal diantara waktu-waktu
melakukan tidak hukum karena salah satu tindak pidana. Hukuman
kumulatif dilakukan karena suatu ukuran hukuman maksimal, oleh
karena itu, hakim mempunyai kebebasan besar untuk menentukan
hukuman itu biasanya jauh di bawah hukuman maksimum yang diancam
pada pidana, maka ini jarang mempengaruhi besarnya hukuman yang
dijatuhkan.

Menurut pasal 63, hukuman kumulatif sebagai satu peristiwa ada,
jika “suatu perbuatan termasuk dalam beberapa aturan hukuman”, atau
perkataan yang lain : jika karena suatu peristiwa dilarang lebih dari satu
pasal pidana. Misalnya: memperkosa seorang perempuan di jalan umum
termasuk pasal pidana 285 (perkosa) dan 281 (merusak kesopanan di
tempat umum); dengan sengaja membakar sebuah rumah, peristiwa ini
diliputi oleh pasal 187 (mengadakan kebakaran), pasal 406 (merusak
barang) dan mungkin juga oleh pasal 3824(penipuan tentang ansuransi).
Sistem seperti itu masih digunakan dalam hukuman kumulatif, jika
dilakukan beberapa pidana oleh beberapa perbuatan yang berhubungan
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan. Pada

hal itu pasal 64 (1) menentukan: “maka hanya satu aturan hukuman saja
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yang dikenakan, jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah
aturan yang terberat hukuman utamanya”.

Dalam KUHP hukuman kumulatif tetap digunakan, akan
tetapi siapa yang memeriksa sejarahnya pasal 64 (pasal 56 WvS. 1881)
akan mendapat beberapa petunjuk yang diturut dalam yurisprudensi,
yaitu:
a.  Segala perbuatan itu dilakukan menurut satu keputusan;
b.  Segala perbuatan itu sama jenisnya;
¢ Segala perbuatan itu dilakukan dalam waktu yang tidak begitu

lama
Misalnya: A, yang bekerja dalam gudang perusahaan pemborong

B, mencuri beberapa kali berturut-turut alat-alat rumah yang semuanya
dipakai untuk memperbaiki rumahnya sendiri. Seandainya dinyatakan di
muka pengadilan, bahwa dalam tempo satu bulan ia melakukan enam
pencurian, yakni dua kali mencuri perkakas yang berharga lebih Rp. 25,-
(pasal 362) dan empat kali melakukan satu pencurian ringan (pasal 364),
tetapi segala pencurian dilakukanya maka ia hanya boich dikenakan
hukuman kumulatif, 2 (dua) hukuman tetapi tidak lebih boleh lebih berat
dari hukuman maksimal menurut pasal 362.

Pada hal hukuman kumulatif ada beberapa gabungan
perbuatan dipakai dua sistem untuk menentukan hukuman maksimal,
yaitu:

a. Sistem absorpi tambahan. Menurut pasal 65 sistem ini dipakai jika
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beberapa kejahatan yang diancam dengan hukuman utama sejenis
bergabung sebagai beberapa perbuatan yang tidak berhubungan.

b. Sistem kumulasi belaka. Menurut pasal 70 sistem ini dipakai jika
ada gabungan sebagai beberapa perbuatan yang tidak berhubungan
pelanggaran dengan kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran satu
sama lain.

Pasal-pasal tentang turut sertanya beberapa dalam melakukan
satu atau lebih tindak pidana, dinamakan hukuman kumulatif atau
gabungan hukuman. Ada tiga macam hukuman kumulatif atau gabungan
hukum tindak pidana, yaitu: Seorang dengan satu perbuatan melakukan
beberapa tidak pidana, yang dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan
“ gabungan berupa satu perbuatan” (eendaadsche samenlopp), diatur
dalam pasal 63 KUHP.Seorang melakukan beberapa perbuatan yang
masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya
hubungan antara satu sama yang lain, dianggap sebagai satu perbuatan
yang dilanjutkan (voorigezette handeling), diatur dalam pasal 64
KUHP.2' Seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada
hubungan satu sama lain, dan yang masing-masing merupakan tindak
pidana, hal tersebut dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “
gabungan beberapa perbuatan” (meerdaadsche samenloop), diatur dalam
pasal 65 dan 66 KUHP. Dari ketiga macam gabungan hukuman

kumulatif (samenloop) ini, yang benar-banar merupakan gabungan

%! Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 28-29
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hukuman ialah yang tersebut sub c, yaitu beberapa perbuatan
digabungkan menjadi satu, maka juga dimanakan concursus realis.
Sedangkan gabungan sub a dinamakan concursus idealis oleh karena
sebenarnya tidak ada hal-hal yang digunakan, melainkan ada satu
perbuatan yang memencarkan sayapnya kepada beberapa pasal ketentuan
hukum pidana.

Macam gabungan sub b bersifat tengah-tengah antara a dan ¢ oleh
karena ada beberapa perbuatan yang hanya dianggap sebagai suatu
perbuatan yang dilanjutkan. Misalnya, ada seseorang pada suatu hari
melakukan pencurian, beberapa hari atau beberapa bulan kemudian
melakukan penipuan, beberapa bulan lagi melakukan pembunuhan.
Kalau baru kemudian lagi orang itu dianggap dan diajukan di muka
pengadilan, maka mungkin sudah tampak, bahwa orang itu melakukan
tiga tidak pidana barturut-turut. Dalam hal ini pasal 65 KUHP berlaku
oleh karena ada beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri
dan masing-masing merupakan tindak pidana “ kejahatan” (bukan
“pelanggaran”), dan lagi hukuman pokok yang diancamkan pada ketiga
macam tindak pidana itu sama jenisnya (gelijksoortig), yaitu hukuman
penjara yang maksimumnya mengenai pencurian lima tahun (pasal 362
KUHP), mengenai penipuan empat tahun ( pasal 378 KUHP), dan
mengenai pembunuhan lima belas tahun (pasal 338 KUHP).

Menurut pasal 65 ayat (1) oleh pengadilan harus dijatuhkan satu

hukuman saja, tidak tiga, ada ayat 2 menentukan, bahwa maksimumnya
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tidak boleh melebihi maksimumnya yang terberat dengan ditambah
sepertiga, jadi kini tidak boleh lebih dari satu dan sepertiga kali 15 tahun
menjadi 20 tahun. Apabila maksimum hukuman dari salah satu tindak
pidana itu adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup,
jadi kalau misalnya bukan pembunuhan (doopslag) dari pasal 338 KUHP
yang dilakukan, melainkan pembunuhan berencana (moord) dari pasal
340 KUHP, maka menurut pasal 67, apabila dijatuhkan hukuman mati
atau hukuman penjara seumur hidup, ini hanya boleh ditambah dengan
hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak tertentu, perampasan barang
yang telah disita, dan atau pengumuman putusan hakim. Pasal 66
menunjuk kepada hukuman gabungan beberapa perbuatan seperti halnya
dari pasal 65, tetapi dengan perbedaan bahwa hukuman pokok yang
diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan tidak sejenis. Misalnya,
seorang melakukan pencurian dari pasal 362, kemudian dengan culpa
atau kurang berhati-hati mengakibatkan matinya orang lain (pasal 359),
yang untuk itu dapat dikenakan hukuman penjara atau hukuman
kurungan, dan kemudian lagi melakukan penadahan dari pasal 480, yang
untuk itu dapat dijatuhkan hukuman penjara dan denda. Kalau ini terjadi
dan untuk ketiga tindak pidana itu dijatuhkan masing-masing hukuman
penjara, hukuman kurungan, dan denda, maka menurut pasal 66 ayat (1)
oleh pengadilan bagi tiap-tiap tindak pidana harus dijatuhkan masing-
masing, tetapi lamanya jumlah hukuman itu tidak boleh melebihi satu

dan sepertiga kali maksimum hukuman yang berat.
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Menurut pasal 66 ayat (2), bagi denda harus dihitung lamanya
hukuman kurungan yang harus dijalani apabila denda tindak dibayar
(pengganti hukuman kurungan atau “vervangende hechtenis”). Maka
penjara dan hukuman kurungan tidak boleh melebihi satu dan sepertiga
kali 5 tahun menjadi 6 tahun 8 bulan.

Tindak pidana hukuman kumulatif (meerdaadsche sameloop)
mengenai kejahatan atau pelanggaran atau kejahatan bersama-sama
pelanggaran, maka untuk tiap tindak pidana pelanggaran dijatuhkan
hukuman tanpa pengurangan. Ayat (2) dari pasal ini menentukan, bahwa
mengenai pelanggaran jumlah hukuman kurungan sebagai hukuman
pokok dan sebagai hukuma pengganti (vervangende hechtenis) tidak
boleh melebihi satu tahun empat bulan, dan jumlah lamanya kurungan
sebagai hukuman pengganti tidak boleh lebih dari delapan bulan.

3. Sanksi Pidana Narkotika menurut Undang-undang No. 22 Tahun

1997

Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan
penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari.
Ragam tersebut diperjelas secara spesifik terutama tentang kebijakan
hukum pidana, dengan penekanan kepada kususnya dengan berbagai
kebijakan hukum pidana dalam konsep KUHP baru dan perkembangan
Undang-Undang No. 22 Tahun 1997. Sejak proklamasi Kemerdekaan 17
Agustus 1945, reformasi hukum telah bergulir termasuk dalam bidang

hukum pidana yang mulai dengan menyisipkan perubahan dan
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penyesuaian pada KUHP (WvS 1918), pengundangan Undang-undang
pidana kusus seperti Undang-undang tentang pidana ekonomi, Undang-
undang tentang subversi, Undang-undang tentang korupsi dan lain-lain
yang sudah cukup banyak, termasuk Undang-undang pidana kusus tentang
Narkotika (UU No. 22/1997 dan UU No. 5/1997).2 Demikian juga
berbagai dalam Undang-undang yang di dalamnya terkandung ketentuan
pidana seperti Undang-undang tentang lingkungan hidup, Undang-undang
perpajakan, Undang-undang tentang perbankan dan lain-lain. Reformasi
hukum pidana bergulir terus dan akan terus berkembang, apalagi dengan
adanya Kkontribusi kriminologi, sosilogi dan berbagai disiplin ilmu
pengetahuan terkait. Dalam Undang-undang psikotropika ini ketentuan
pidananya mirip dengan Undang-undang Narkotika. Apabila ada
perbedaan memang terletak pada variasi jenis-jenis zat yang bersangkutan,
yang tampaknya pada narkotika lebih variatif dan kompleks. Pada
Undang-undang psikotropika sama halnya dengan Undang-undang
Narkotika dibutuhkan penegak hukum yang berdedikasi, konsekuen dan
konsisten dalam upaya penyelamatan generasi muda dan rakyat Indonesia
dari bahaya dan ancaman narkoba. Penentuan ancaman hukuman dalam
Undang-uandang psikotropika ini juga sudah reformatif, Bila ada
perbedaan dengan ketentuan pada Undang-undang Narkotika terletak pada
memang sifat pengaruh Psikotropika dan Narkotika berbeda. Walaupun

demikian, pada sisi si korban (pecandu) pada akibat paling fatal bila tindak

* Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997, 56
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dapat lagi dipotong dalam terapi adalah sama, yaitu kematian yang
mengenaskan.

Hukum pidana dalan Undang-undang narkotika Indonesia tampak
sekali berproses dalam suatu dinamika perkembangan sosial dan teknologi
yang berpengaruh terhadap perkembangan kriminalitas Indonesia, yang
menuntut tindakan dan kebijaksanaan antisipatif. Antisipatif terhadap
ancaman tindak kriminalitas yang juga dalam bentuk “penyalahgunaan”
narkofika dan psikotropika dilakukan melalui perubahan hukum yang
cukup memiliki sejarah yang panjang. Untuk mempersatukan  di
dalam suatu Undang-undang, ketentuan-ketentuan mengenai candu dan
obat-obat bius lainya yang kini tersebar di dalam sejumlah perundang-
undangan, dan terpisah dari ketentuan-ketentuan untuk menghisab candu,
di Negara ini, serta mempergunakan kesempatan ini untuk
mempertimbangkan kembali serta mengadakan perubahan pada beberapa
hal tertentu. Dengan ini memperlakukan untuk ;eluruh Indonesia termasuk
daerah-daerah istimewa, ketentuan-ketentuan tersebut di bawah,
bersamaan menarik 44 perundang-undangan yang tersurat di dalam
lembaran-lembaran Negara. Gagasan sanksi pidana narkotika
dengan hukuman kumulatif yang merupakan penggabungan antara pidana
penjara dan pidana denda atau pengawasan di dalam pustaka dikenal denga
istilah “ combined incarceration and probation” atau juga disebut dengan
istilah “mixed or split sentence”. Dalam berbagai bentuk modifikasi jenis

sanksi pidana narkotika, hukuman kumulatif ini terdapat di Swedia,
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Denmark, dan beberapa Negara bagian di Amerika Serikat seperti di Ohio,
Maine. Undang-undang ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai suatu
sarana pembinaan dan sebagai kompromi antara keuntungan-keuntungan
dari pengurungan di dalam lembaga (incarceration) dan keuntungan dari
“probation” (semacam pidana pengawasan). Dengan undang-undang ini
kepada pengadilan diberikan suatu cara atau jalan, perlindunga kepada
pelanggaran yang dikurung secara singkat dikenakan pidana penjara dan
denda agar tidak terpengaruh atau terserap ke dalam budaya penghuni
penjara yang sangat keras.

Jadi, di satu pihak sistem hukuman kumulatif narkotika ini
mencoba untuk menghindari pengenaan pidana penjara yang lama beserta
akibat-akibat negatif yang mengikutnya, sementara dilain pihak
mengadakan pengawasan yang tetap untuk jangka waktu yang pendek. Di
samping itu, dimaksudkan untuk menanamkan kesan kepada si pelanggar
dengan adanya penderitaan dan problem-problem psikologis dari
pengisolasian dan kehidupan di dalam penjara. Bagi mereka yang
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum
7 tahun, secara objektif dianggap telah melakukan tindak pidana berat dan
oleh karena itu disediakan ancaman pidana penjara yang bersifat
custodian. Sebaliknya, bagi mereka yang melakukan tindak pidana yang
diancam dengan maksimum pidana penjara 7 tahun atau di bawah 7 tahun,
secara objektif dianggap melakukan tindak pidana yang lebih ringan

sehinnga mereka disediakan pidana pengawasan atau membayar denda
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untuk pengganti pidana kurungan. Jadi, seolah-olah hanya ada dua kutub
atau dua kubu pilihan hakim dalam menghadapi pelaku tindak pidana yang
diancam dengan pidana kurungan penjara atau pidana denda atau
pengawasan. Garis batas yang sangat sederhana itu, seperti telah
dikemukakan pada pendahuluan, mengandung nilai yang sangat positif
karena bertujuan mengurangi atau membatasi penerapan pidana penjara
hanya pada orang-orang yang melakukan tindak pidana berat. Namun
dirasakan ada sesuatu yang mengganggu atau kurang layak, apabila
“ukuran objektif” (yaitu, batasan 7 tahun) itu benar-benar diterapkan tanpa
memerhatikan faktor-faktor subjektif atau kondisi suatu kasus. Misalnya,
dalam hal hakim menghadapi perkara pencurian atau penganiayaan yang
berakibat luka-luka berat. Menurut pasal 362 dan 351 (2) KUHP yang
sekarang berlaku, kedua tindak pidana itu hanya diancam dengan pidana
penjara maksimum 5 tahun dan denda 10 juta rupiah. Jadi dilihat dari
ukuran objektif, termasuk jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana
pengawasan dan membanyar denda. Namun apabila hakim
mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, denda dan
pengawasan, maka alternatif lain hanya pidana penjara. Memang menurut
konsep 1982 (pasal 3.04.14, yang kemudian menjadi Pésal 70).

"Pada tahun 1934 ditambahkan pasal 70 yang menentukan bahwa,
dalam melaksanakan pasal-pasal 65, 66, dan 70, tadi harus dianggap
sebagai pelanggaran beberapa kejahatan ringan, yaitu yang termuat dalam

pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan, pasal 352 tentang
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dapat dikatakan tidak “kapok” meskipun sudah dijatuhi hukuman, maka
ternyata ancanman maksimum hukuman kurang berat baginya.
B. Narkotika dan Hukuman Kumulatif Perspektif Fikih Jinayah
1. Narkotika dalam perspektif fikih jinayah

Fikih jinayah berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan
yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan
dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia
melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi
atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah
itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa uqubat. Dengan bagitu setiap bahasa
tentang jinayat diiringi dengan bahasa tentang uqubat.”® Dalam istilah
dirangkum dalam “hukum islam”. Dalam hukum islam narkotika sama
dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat
merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut
khamar. Akal adalah salah satu sendi kehidupan manusia yang harus
dilindungi dan dipelihara. Dalam rangka pemeliharaan terhadap akal itu,
maka segala tindakan yang dapat merusaknya adalah dilarang. Larangan

tersebut mabuk dapat dipahami dari firman Allah dalam surat an-Nisa’

ayat 43:
RPAS PGPS LWL P55 WA P B S AR (AP R

- A 4~
Ostst b

2 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 87.
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“ Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu melakukan sholat
sedang kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu mengetahui apa yang
kamu ucapkan. "**
Sholat adalah suatu yang diperintahkan Allah. Tetapi, dalam ayat ini Allah
melarang shalat dalam keadaan mabuk. Yang demikian mengandung arti
melarang mabuk yang menyebabkan tidak dapat melakukan shalat itu.
Larangan terhadap khamar itu dinyatakan secara tegas dalam al-Quran
surat al-Maidah ayat 90:
AV IR WA PRSI A I PRGVEU A A A B R R
“e 4 fod o 2 Ago g€ (X - o, 4 o
Ogadi o805t 0 gufinld gl (Jao (e (e
“ Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar dan maisir,
bertenung dan berhala itu adalah perbuatan keji dari perbuatan syetan;
oleh karena itu, jauhilah mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan.”
Dari tegasnya larangan khamar dalam ayat tersebut dan mabuk
yang ditimbulkannya, maka sepakat ulama mengatakan bahwa
mengkonsumsi khamar itu hukumanya adalah haram. Adapun alasan
hukum larangan dan keharaman khamar tersebut dijelaskan sendiri oleh
Allah dalam ayat tersebut di atas yaitu: tindakan yang buruk dan keji serta
termasuk salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan
syetan.
Adapun dampak negatif dan bahwa dari khamar itu dijelaskan
Allah secara langsung dalam surat al-Maidah ayat 91:
S g SUaslly 8700 A& b of ezl &y 43 G
odaf ot LeyF «” ” « o, - oBs -~ o~ 4~
A1 Ugd pall el 4l 83 b LNaYy

“e P19

(J 980

2 Departemen Agama, al-Quran dan Terjemah, 125
% Departemen Agama, al-Quran dan Terjemah ,176-177
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“ Sesungguhnya syetan itu menghendaki, melalui khamar dan maisir itu,
terjadi permusuhan dan kemarahan dan menghalangi Allah dan
melakukan shalat. Belum jugakah kamu menghentikannya.”
Dampak negatif dari khamar tersebut dalam ayat di atas adalah
sebagai berikut:
a. Dampak sosial dalam bentuk keharaman, kekerasan, perkelahian dan
permusuhan di kalangan umat.
b. Dampak terhadap agama dalam bentuk menghalangi umat islam
dalam menjalankan tugas-tugas agamanya.
Tentang apakah yang disebut khamar itu tidak dijelaskan secara
langsung dalam al-Quran; namun secara umum dijelaskan Nabi dengan
hadits dari Ibnu Umar yang dilakﬁkan oleh Muslim yang bunyinya:

tl Sws 55 A S JS

“ Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan
adalah haram.”

Hadits di atas diperkuat oleh hadits Nabi dari Jabir yang
dikeluarkan oleh Ahmad dan empat perawi hadits yang mengatakan:

plom alelis 008" STl 1B Loy ade B Lo &t Sy, OF

“ Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Bersabda: Apa-apa yang .
memabukkan dalam ukuran banyak, maka dalam ukuran sedikit juga
haram.”

Selanjutnya dalam afsar dari Umar ibn Khattab terdapat penjelasan yang

bersifat muttafaq ‘alaih ucapannya:

9 MaiHly ¢ July adly Ciall o Bk 0 g ol @2
oy
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“ Turun Wahyu tentang haramnya khamar. Khamar itu ialah dari anggur,
dari kurma, dari madu, dari gandung dan dari jelai.

Oleh karena itu, tidak ada penjelasan yang pasti dalam bentuk nash
al-Quran tentang khamar itu, sedangkan dari hadits Nabi juga tidak ada
penjelasan secara khusus dan pasti, terdapat beda pendapat di kalangan
ulama. Jumhur ulama memahami khamar dengan sesuatu yang
memabukkan, walaupun dibatasi kata “ sesuatu” itu dengan “cairan
diminum”. Oleh karena itu, jumhur ulama menetapkan haramnya
meminum minuman yang memabukkan, baik memang sampai yang
meminum menjadi mabuk atau tidak; baik yang diminum itu banyak atau
sedikit. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa khamar itu adalah nama bagi
jenis minuman memabukkan yang terbuat dan diproses dari perasan
anggur. Selain dari itu tidak dinamakan khamar. Dalam pendapat ini, apa
yang bernama khamar hukumnya haram; baik sampai memabukkan atau
tidak; baik diminum sedikit atau banyak. Namun selain dari itu, maka
segala sesuatu yang menurut kadar tertentu telah memabukkan, maka
hukumnya haram, meskipun sedikit dan tidak memabukkan. Jadi, yang
haram oleh ulama ini selain dari khamar adalah kadar memabukkan.

2. Hukuman dalam Fikih Jinayah

Dalam pandangan ulama yang berbeda ini hal yang dapat
dipastikan adalah mengkonsumsi segala sesuatu, baik dalam bentuk cairan
atau benda padat, yang mengandung unsur tertentu yang dalam kadar
tertentu dapat merusak fungsi akal, hukumnya adalah haram, apakah

menurut kenyataanya sampai mabuk atau tidak, dalam kadar sedikit atau
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banyak. Termasuk dalam kategori ini minuman beralkohol, narkotika dan
yang sejenisnya yang disebut psikotropika atau dalam sebutan narkoba.
Dalam pandangan Islam keharaman tersebut terlatak pada tindakan
mengkonsumsi sesuatu yang dinyatakan haram, meskipun dalam
kenyataan belum memabukkan dan belum mendatangkan dampak negatif
apa-apa, karena pandangan islam dalam hal ini bersifat preventif dan
antisipatif. Sedangkan dalam pandangan barat minuman keras itu baru
dilarang bila telah nyata mengancam ketentraman umum. Dalam
pandangan islam tindakan mengkonsumsi khamar itu adalah perbuatan
maksiat yang diancam dengan hukuman akhirat yang disebut dosa dan
juga dengan hukuman dunia yang hudud. Supaya hukuman dunia itu dapat
dilaksanakan maka diperlukan maka diperlukan kriteria atau unsur yang
jelas. A. Kadir sudah menyimpulkan pandapat ulama dalam menetapkan
kriteria atau rukun tersebut yaitu:

Pertama: bahwa tindakan itu adalah perbuatan meminum dan yang
diminum itu adalah sesuatu yang bernama khamar. Oleh karena itu,
pengertian khamar di sini telah diperluas kepada segala sesuatu yang dapat
mengganggu fungsi akal, maka perbuatan yang dilarang di sini diperluas
pula kepada segala tindakan yang menyampaikan khamar itu ke dalam
tubuh, baik dengan cara meminum, atau dengan cara memakan atau

menghisap melalui hidung dengan cara menyuntikkan.?

% Amir Syarifuddin, Gari-garis Besar Figh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 289-294.
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Kedua: bahwa tindakan itu dilakukan dengan sadar dan sengaja
serta mengetahui bahwa yang demikian adalah dilarang. Dalam istilah
hukum disebut “dengan sengaja melawan hukum”. Deng;cm begitu segala
cara yang dilakukan tidak dengan sadar dan sengaja tidak termasuk pada
tindakan yang diancam dengan hukuman, seperti dalam keadaan terpaksa,
dalam keadaan tersalah dan tidak tahu bahwa yang dikonsumsinya itu
adalah barang terlarang. Mengkonsumsi khamar adalah perbuatan maksiat
yang diancam dengan hukuman berat. Walaupun al-Quran secara jelas dan
tegas melarang mengkonsumsi khamar, namun al-Quran sendiri tidak
menjelaskan sanksi atau ancaman selain dosa di akhirat. Demikian pula
tidak ditemukan dalil yang kuat dan tegas dari hadits Nabi tentang
ancaman terhadap pengkonsumsi khamar itu. Di antara hadits Nabi yang
mengancam peminum khamar itunadalah dari Anas bin Malik yang

muttafaq ‘alaih yang mengatakan:

0 Qﬁ%ﬁowcﬁiqﬂﬁg}aﬂ L;jfrledaipjﬂdbgdlc)f
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“ Bahwa Nabi Muhammad SAW, dihadapkan kepadanya seseorang laki-
laki yang bsru minum khamar. Maka Nabi mendengaimya dengan dua
pelapah tamar sebanyak 40 kali kemudian Anas berkata: “ itu pula yang
dilakuksn Abu Bakar’. Pada waktu Umar, ia bermusyawarsh dengan para
sahabat. Berkata Abdul Rahman bin Auf* “ hukuman yang paling enteng
adalah 80 kali’. Maka Umar menyuruh melskukannya”.

Tentang adanya dua bentuk hukuman itu Ali bin Abi Thalib yang

diriwayatkan oleh Muslim mengatakan:
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“ Nabi Muhammad SAW, mereka (peminum khamar) 40 kali; Abu Bakar
mendera 40 kali dan Umar mendera 80 kali. Semuanya adalah sunnah.”
Karena tidak adanya rujukan yang kuat tentang ancaman hukuman
terhadap peminum khamar itu, ulama berbeda pendapat tentang bentuk
walaupun sama dalam substansi hukumannya yaitu 80 kali dera. Sebagian
ulama mengatakan ke-80 kali dera itu adalah dalam beantuk hukuman
hudud yang pasti dan tidak dapat dikurangi atau diubah. Sebagian ulama
lagi berpendapat bahwa hukuman dalam bentuk Aududhanya sebanyak 40
kali, sedangkan tambahan yang 40 kali lagi termasuk hukuman ta’zir yang
ditetapkan oleh imam atau Negara berdasarkan kemaslahatan.
. Sanksi Pidana Narkotika Penjual Narkotika Menurut Fikih Jinayah

Fikih jinayah adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum

tentang perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf sebagai
hasil pemehaman atas dalil yang terperinci. Jinayah adalah tindakan
kriminal atau tindak kejahatan yang mengganggu ketentraman umum
serta tindakan melewan perundang-undangan. Tujuan disyari’atkannya
adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta, dan keturunan.
Ruang lingkupnya meliputi berbagai tindak kejahatan kriminal, seperti:
pencurian, pezinahan, homoseksual, menuduh seorang berbuat zina,
minum khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang
dan melakukan gerakan kekecauan. Jenis-jenis hukumannya, ada yang
berbentuk hudud, yaitu ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh nash

jenis dan barat ringannya hukuman. Ada yang bentuk qishas, y:kni
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hukuman yang sama dengan kejahatannya. Ada yang berbentuk Ta’zir,
yaitu hukuman yang tidak tersebut dalam ketentuan diatas dengan
ketetapan hakim. Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat al-Quran dan
hadis yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan
hal-hal yang membukkan. Pada orde baru yang lebih mutakhir, minuman
keras yang memabukkan bias juga dianalogikan sebagai narkotika, Waktu
islam lahir dari terik padang pasir lewat Nabi Muhammad, zat berbahaya
yang paling popular memang baru minuman keras khamar. Dalam
perkembangan Islam, khamar kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan
berkembang biak dalam bentuk yang semakin canggih yang kemudian
lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkotika. Dikarenakan tidak
ada teks yang dalam al-Quran maupun al-Hadis, maka dalam menetapkan
keharaman ganja, heroin, seita bentuk lainnya baik padat maupun ulama
menggiqoskan narkotika dengan khamar, keduannya mempunyai
persamaan illat yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal dan dapat
merusak badan. Meminum anggur atau meminum yang memabukkan
seperti narkotika, psikotropika dan yang lainnya merupakan dosa yang
besar dalam Islam meskipun ada beberapa manfaat dengan meminumnya,
namun menurut petunjuk al-Quran bahayanya lebih besar dari pada
manfaatnya.

Al-Quran tidak menegaskan hukuman bagi peminum khamar.
Sanksi terhadap delik ini disadarkan pada hadits Nabi yakni melalui

sunnah fi’liyahnya bahwa hukuman terhadap jarimah ini adalah 40 kali



dera. Menurut imam abu hanifah dan imam malik, sanksi meminum
khamar adalah 80 kali dera, sedangkan menurut imam Syafi’l adalah 40
kali dera, tetapi imam boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40
kali adalah hukuman had, sedangkan sisanya adalah hukuman ta’zir.”’
Pelanggaran jarimah meminum khamar juga hal yang mempunyai
illat hukum yang sama, diharamkan karena memabukkan maka setiap yang
memabukkan haram. Termasuk jenis khamr adalah narkotika, heroin,

sabu-sabu dan lain sebagainya.

¥ Makhrus Munajat, Dikonsumsi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta : Longung Pustaka, 2004),

125
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PENGADILAN NEGERI MADIUN DAN PUTUSAN NO. 08/PID.B/2009/PN

MADIUN TENTANG JUAL BELI NARKOBA

A. Deskripsi singkat Pengadilan Negeri Madiun
1. Sejarah Pengadilan Negeri Madiun

Tidak banyak orang yang mengetahui cerita tentang keadaan
kabupaten Madiun, apalagi tentang cerita sejarah keberadaan Pengadilan
Negari Kabupaten Madiun. Karena keberadaan PN kabupaten Madiun ini
terletak di kota Madiun, seharusnya berada di tengah-tengah desa tapi
melainkan di tengah-tengah kota besar. Menurut cerita salah seorang yang
dapat dipercaya dan beliau mantan pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten
Madiun bahwa tahun 1982 telah berdirinya pengadilan tersebut dan
diresmikan PN kabupaten Madiun 8 November 1983 yang berada di Desa
Demangan jl Soekarno Hatta 15 Madiun KecamatanTaman.

Pada waktu Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ketua hakim
yang berkantor menjadi satu dengan kantor pemerintahan dan selanjutnya
pada tahun 1982 Pemerintahan Kabupaten Madiun pindah ke kota Madiun
seperti sekarang ini.2® Pada masa berlakunya Pengadilan Negeri Madiun di

jabat oleh Bandung Sohermoyo. SH, M. Hum. Pada saaat itu pegawai

% Wawancara Hartono Staf umum, Sejarah Pengadilan Kabupaten Madiun, 10 Juni 2011.

45



46

sudah memadai dengan sejumlah 20 orang. Sejak berlakunya UU tenaga
pegawai yang ada baik hakim maupun panitera, juru sita mulai dibina oleh
makamah agung yang dijabat oleh bapak Bandung Sohermoyo. SH, M.
Hum. Secara berturut-turut selama 3 tahun pengadilan negeri mendapat
proyek pembanguna kantor tersebut. Dalam tahun 2010 ini Pengadilan

Negeri Madiun banyak kaeyawan yang sudah terisi jabatan yang kosong.

2. Struktur Organisasi
Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun adalah salah satu pengadilan
Tinggi Surabaya, wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah kabupaten
Madiun yang terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan.

. Visi

»

Mewujutkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang

mandiri, efektis, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik,

professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkekuatan ethis,

terjangkaun dan biaya ringan bagi masyarakat, serta mampu menjawab

runtutan publik.

b. Misi

1). Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan
peraturan serta keadilan masyarakat.

2). Mewujudkan peradilan yang mandiri.

3). Memberikan akses pelayanan informasi dibidang peradilan.

4). Mewujudkan institusi peradilan yang efektif.
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5). Melaksanakan kekuasaan kahakiman yang mandiri.

6). Meningkatkan profesionalisme kinerja aparat peradilan.

Dalam melaksanakan amanat Undang-undang tersebut sesuai
dengan ketentuan Majelis permusyawaratan rakyat No. XI/MPR/1998 tentang
penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
Nepotisme dan Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999
tentang akuntabilitasi kineja instansi pemerintah, bekewajiban untuk
mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perencanaannya
dalam pengeliolaan sumber daya, dan sember dana serta kewenangan yang
ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah pengadilan negeri
kabupaten Madiun membuat laporan akuntabilias kinerja instansi pemerintah
kinerja Tahun 2009.

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun adalah pelaksana kekuasaan
kehakiman pada peradilan tingkat pertama, yang bertugas menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila,
dengan tugas pokok memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepada pengadilan negeri kabupaten Madiun dan tugas
lain yang diberikan kepada pengadilan negeri kabupaten Madiun berdasarkan
peraturan perundang-undangan’® Pengadilan negeri kabupaten madiun
bertugas dan menyelenggarakan setiap perkra yang diajukan kepadanya

sesuai dengan kewenangannya ditingkat pertama. Selain menjalankan tugas

® Latifah, Struktur Umum Pengadilan Negeri Madiun, (Surabaya: Angkasa, 1982), 1-4
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pokok, Pengadilan negeri Madiun diserahkan tugas dan kewenanganlain
berdasarkan Undang-undang, antara lain memberikan keterangan
pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada lembaga kenegaraan di

wilayah hukum. Pengadilan Negeri kabupaten Madiun.
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Nama-nama pegawai di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan

memiliki jabatan masing-masing.

Bandung Suhermoyo. SH, M. Hum

Ketua

Bambang Miyanto, SH, MH

Wakil

Tiwik , SH..M. Hum

Hendra Pramono, SH., M. Hum

lusi Emmi K, SH

Nuni Defiari, SH

Sunartik, SH

Reni Widowati, SH

Hartono, SH

Siti Rohimatun, SH

Esti Sumunaring T, SH

Wiwik Setya Agung B, SH

Ratna Herlin N, Sh

Bambang Soegeng

Anik Sulis, Sm. SH

Suraji

Sudirman

Tri Kusumawati

Dr. Suryani R. SH

Parjo, SH

Agus purwanto, SH

Agus Supriyanto

Mansur efendi, SH

Mudi

Heru Supriyanto, SH

Gunawan

Didik Budik

Murtining Sri Herlina

Sunarmi

Sukoyo, SH

Estik Widosari, SH

Akhia Zami, SH

Slamet Suripto, SH

Agung Nurhari, SH

Sudjoko

Samsuhari, SH




Yayuk Sri R. NH, SH

Zainal Abidin

Sigit Budi P, SH

Sumarsono

Subandi

Moh. Suwito

Siti Asiyah

Subijanto

Erlin Ningsih, A. MD

Rizka Kridhawati Achsatiie, SH

HONORER

Harmono

Basuki Renggono

Budi Santoso

Bambang Winarso

Arif Santoso

Agung Cahyono

Ahmad Priyanto

Wahyu Widodo

Ucik Kusuma Dewi

Ahsanudinjanal
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Arah kebijakan tugas pengadilan negeri kabupaten Madiun sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi meleksanakan kekuasaan kehakiman pada

peradilan tingkat pertama, pengadilan negeri kabupaten madiun bertugas dan

berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang

diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangan lain berdasarkan Undang-

undang, antara lain memberikan keterangan pertimbangan dan nasehat
tentang hukum kepada lembaga kenegaraan di wikayah hukum PN kabupaten

Madiun. Program utama dalam menjalankan arah kebijakan sesuai Visi dan

Misi PN kabupaten Madiun ditentukan oleh penyediaan anggaran yang dari
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tahun ke tahun melalui daftar isian penyelenggaraan anggaran-anggaran
(DIPA). Pada tahun anggaran sebesar Rp. 4. 234. 852. 000 (empat milyar dua
ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
Laporan akuntabilites kinerja intasi pemerintah dapat menjadi tolak ukur
sejauh mana kinerja aparat pemerintah dapat melaksanakan tugas pokok dan
fungsi yang hendak dicapai dan sudah dicapi pada tahun sebelumnya.
Pengadilan negeri kabupaten Madiun telah dapat melaksanakan kinerja
sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran-lampiran baik dalam
kesekretariatan mmaupun kepaniteraan. Halm itu disesuaikan dengan sistim
akuntabilitasi kinerja instansi pemerintah yang diberlakukan untuk
kepaniteraan semua perkara yang masuk baik perkara yang masuk maupun
perkara perdata telah dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan oleh
ketentuan yang ada, untuk sesuai waktu dan aturan yang ada, secara
keseluruhan sesuai laporan diatas disebutkan bahwa pengadilan negeri
kabupaten Madiun sesuai dengan program yang telah dilaksanakan dan juga
telah diselesaikan sebaik-baiknya pada tahun 2008 untuk tahun 2009
pengadilan negeri kabupaten Madiundengan adanya anggaran yang ada dan
perkara pidana atau perdata yang diperkirakan akan masuk untuk tahun 2009
akan bertambah, oleh karena itu akan adanya pemilu baik legeslatif maupun
presiden maupun wakil presiden. Seluruh jajaran atau unsure di pengadilan
negeri kabupaten Madiun untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar

berguna dan berhasil dalam rangka menyelesaikan beban kerja yang ada.
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Demikian laporan kinerja instansi pemerintah ini sebagai bahan evaluasi
kinerja dan pencapaian di tahun 2008 serta untuk meningkatkan kinerja pada
tahun berikutnya yang sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi masing-masing
bagian, sehingga semakin tahun kinerja aparat pengadilan negeri kabupaten
Madiun semakin meningkat.

3. Deskripsi perkara Pengadilan Negeri Madiun
a. Penyelasaian Perkara
Pengadilan Negeri melalui meja I menerima pelimpahan berkas
perkara dan barang bukti dari jaksa Penuntun Umum atau petugas
kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untu itu.
Setelah berkas diteliti oleh Panitera muda pidana apabila ada ketidak
lengkapan hari itu juga dikembalikan kepada petugas dari kejaksaan.

Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti serta

pemeriksaan kelengkapan berkas dan regristasi. Penunjukan majelis

hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun dan penunjukan Panitera

Pengganti oleh Panitera, penyerahan berkas perkara kepada majelis

hakim. Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan. Penyerahan

penetapan hari sidang dan penetapan penahanan kepada Penuntut

Umum. Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara

diterima oleh Majelis Hakim. Penyelasaian berita acara sidang pada

hari sidang berikutnya atau sidang terakhir. Pemeriksaan persidangan
yang menyangkut Eksepéi, pemeriksaan sanksi dan barang bukti,

terdakwa, tuntutan, pembelaan dan Putusan harus selesai, kecuali dalam



perkara pidana yang sanksi lebih dari 20 orang Panitera Pengganti
wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya
apabila persidangan dimulai. Majelis hakim harus siap dengan konsep
putusan yang akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan
tanggal dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim
kepada Kepaniteraan pidana. Panitera muda pidana bertanggung jawab
atas pencatatan perkembangan persidangan tersebut kedalam buku
register yang diperuntukan untuk itu, juga setelah menerima laporan
dari panitera pengganti. Penitera pengganti wajib menyelasaikan dan
menyerahkan petikan putusan yang dimaksud kepada panitera muda
pidana pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya.
Panitera muda pidana harus menyampaikan menyampaikan petikan
putusan kepada Penuntut Umum dan kepeda Rutan serta terdakwa atau
penesehat hukumnya setelah petikan putusan tersebut diterima dari
panitera pengganti. Majelis hakim dan panitera pengganti wajib
menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan.
Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepeda kejaksaan
beserta barang buktinya. Panitera muda pidana yang menyerahkan
kepada kejaksaan pada hari itu juga atau untuk perkara yang
terdakwanya anak-anak dan ditahan, perkara harus sudah diputus dalam

tenggang waktu 45 hari.
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b. Proses Banding

pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan atau
setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.
Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikan pada
hari itu juga saat permintaan banding diajukan atau paling lama pada
hari kerja. Pemberitaahuan pernyataan banding kepada terbanding
paling lama 4 hari kerja setelah pernyataan banding diterima. Minutasi
perkara banding harus sudah diserahkan kepada Panitera muda pidana
dalam waktu 7 hari setelah permohonan banding diajukan. Pengirim
berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak pernyataan banding diterima
(tanpa harus menunggu memori banding). Apabila terdakwa berada
dalam tehanan, maka perkara harus sudah diterima minimal 20 (dua
puluh) hari sebelumnya masa penahanan habis. Jika pemohonan
banding tersebut dicabut oleh pemohom sebelum diputus oleh
Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan
terbanding dilengkapi pencabutan banding, pada hari itu juga. Dalam
setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan,
apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. Perkara
banding yang tidak ditangkap harus sudah dilengkapi, perkara banding
selain diisi pada register juga harus dimasukkan dalam register buku
induk perkara.

c. Proses Kasasi
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Pernyataan kasasi dapat diajukan setelah putusan banding
diberitahukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa atau 14 harn
kalender setelah putusan diucapkan jika terdakwa diputus bebas.
Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan saat
permintaan kasasi diajukan, paling lama 2 hari kerja berikutnya,
melalui faximile, dan laporan asli dikirim melalui pos. pemberitahuan
pernyataan kasasi kepada termohon kasasi setelah pernyataan kasasi
diterima, minutasi perkara kasasi yang diputus bebas atau lepas dari
tuntutan, penyerahan salinan putusannya harus selesai dalam waktu 7
hari. Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah
pemohonan kasasi diajukan. Memori kasasi harus diberitahukan
kepada termohon kasasi setelah memori diterima. Kontra memori
kasasi dapat diserahkan oleh termohon kasasi setelah termohon kasasi
menerima memori kasasi. Ketua pengadilan negeri membuat
penetapan tentang tidak diterimanya permohonan kasasi. Pemohon
kasasi tersebut tidak dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia
oleh karena tidak ada memori kasasi karena tidak memenuhi syarat
formal (pasal 45A UU No. 5 tahun 2004). Apabila pemohonan kasasi
dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan dilengkapi Akta
pencabutan kasasi dari Panitera dan relas Pemberitahuan Pencabutan
Kasasi. Pengiriman berkas perkara ke mahkamah Agung, sejak kasas;
diterima. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabil%

tidak disertai maka brkas dinyatakan tidak lengkap. Perkara kasasi
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selain dicatat atau register kasasi, juga harus deregister dalam buku
induk perkara.
d. Proses Meninjau Kembali

pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali.
Kepaniteraan pidana menyerahkan permohonan peninjauan kembali
kepada ketua pengadilan negeri melalui Panitera atau sekretaris, dan
sudah diteliti apakah dapat diterima atau tidak diterima, apabila dapat
diterima, maka panitera membuat Akta peninjauan kembali, kemudian
berkas diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Penunjukan
Majelis hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan pidana
meneruskan permohonan peninjauan kembali kepada mejelis hakim
yang ditunjuk, Majelis hakim menetapkan hari sidang dan
memerintahkan kepada panitera agar menunjuk jurusita untuk
memberitahukan hari sidang kepada jaksa penuntut umum dan
pemohon peninjauan kembali. Majelis hakim memeriksa apakah
permintaan peninjauan kembali memenuhi persyaratan dalam waktu
palimg lama. Kepaniteraan pidana harus sudah mengirimkan berkas
tersebut ke Mahkamah Agung, apabila peninjauan kembali dicabut,
paling lama 7 hari kerja harus telah diberikan kepada pihak pemohon
peninjauan kembali dan termohon peninjauan kembali serta
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perkara selain dicatat dalam
buku register peninjauan kembali juga harus dicatat pada buku induk

perkara.
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e. Proses Grasi
Permohonan Grasi diajukan oleh terdakwa atau keluarga
terdakwa, dicatat dalam register. Pemberkasan Grasi dengan
pembuatan berita Acara asli paliing lama, dan dikirimkan ke
Mahkamah Agung pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya.
Perkara selain dicatat atau diregister dalam buku register grasi juga
harus dicatat atay deregister pada buku induk perkara.
e. Delegasi
Permintaan bantuan pembaritahuan ke Pengadilan Negari lain
atau Delegasi. Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah
dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima. Pengiriman
kembali relaas kepada Pengadilan Negeri pemohon bantuan. Wakil
Panitera melakukan pengawasan terhadap kenerja Jurusita apakah
sudah benar-benar melaksanakan tugasnya melapor kepada wakil
panitera dengan memperlihatkan relaas-relaas atau hasil pekerjaannya.
Setiap Pengadilan Negeri membentuk tim delegasi untuk
melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri lain.
g. Laporan Perkara Pidana (Untuk diserahkan kepada kepaniteraan
hukum).
Panitera muda pidana menyerahkan laoran bulanan kepada
Panitera muda, panitera muda pidana menyerahkan laporan 4 bulanan
kepada Panitera Muda. Panitera muda pidana menyerahkan leporan 6

bulanan kepada Penitera muda hukum.
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| KEsAKsaANNEGERI f— KEPANITERAAN PIDANA
Berkas diterima Kepanitraan Kepanitraan Kepanitraan  pi-
dari kejaksaan pidana meneliti pidana membuat dana menye-
negeri kelengkpanya penatapan peaun- rahkan berkas
dasn  soteklah | jukan majelis perkara ke ketua
dinyatakan hakim dan penun- PN atsu panitera
lengkap,di beri jukan panitra untuk menunjuk-
nomor perkars pengganti untuk an majelis hakim
serta di register diajukan ke ketua atay  penunjukan
ko dalam buku PN melalai pani- panitera  peng-
register induk | tera ganti
3 hari kerja Pada hari itu juga Pada hari itu jaga
H
[}
[}
'
'
Bila berkas perkara tidak lengkap,meminta '
kelengkapan kepada kejaksaan negeri €--- '
. KETUA
Pada hari itu juga
Menunjuk majelis hakim
panitera menunjuk panitera
3 Hari keria
Panitraan pida- | Majelis  hakim | Kepaniteraan
na menyerah- | atau panitera pidana  menye-
kan penctapan pengganti  mem- rehkan berkas
hari sidang dan buast  penetapan perkara  kepada
penetepan  pe- hari sidang dan majelis hakim
nahanan kepada penctapan  pena-
penuntut umum hanan dan me- <
nyerahkanys  ke- -
pada penitera
pidana
8 Hari Kerja
| !
Majelis hakim | Majelis hakim | Panitora peng- { Pemeriksaan Peayelesai Majelis  hakim
atau panitera | harus sudah siap | ganti melapor- persidangan berita acara per- | menetaopkan
pengganti konsep putusan | kan setisp pe- | harus selesai, sidangan selesai hari sidang per-
wajib menye- | yang akan | nundaan sidang | 180 hari kerja, | pada hari sidang | tama  dilaksa-
lesaikan dan | divcapken dan | peda hari i | kecuali untuk | beri-kutnya atau | nakan  dalam
menyerahkan panitera pong- | jugaapabilaper- | porkera de- | 7 harisctelahsi- | waktu 7 lhad
petikan putu- ganti sotelsh sidangan di- ngan 20 orang dang terakir setelah ber-kas
r san  kepada putusan diucap- tunda  kepada saksi atau diterima
kepaniteraan kan wajib mela- paniteraan pidana kusus
pidana  pada porkan amar pu- pidana
hari itu juga | tusanya kepada
atsu  paling | paniteraan piana
lambat hari | pada hari it
kerja  berikut- juga
nya
v
KEPANITERAAN PIDANA — | Majolis hakim dan panitra pengganti wajib
menyelesaikan minutasi paling lama 14 hari
Menyerahkan  petiken  putusan  kepada setelah putusan diucapkan

penuntut umum dan rutan serta terdakwa atau

PH paling lama 3 hari kerja
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Hukuman disiplin lainnya sesuai dengan Keputusan Mahkamah
Agung RI Nomor 215/KMA/SK/X11/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang
petunjuk pelaksanaan pedoman perilaku hakim, Keputusan Ketua Mahkamah
agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2001 tanggal 14 Mei 2008 tentang
ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberitan tunjungan
kusus kenerja hakim dan pegawai negeri pada mahkamah agung RI dan
badan peradilan yang berada di bawahnya, sebagaimana diubah dengan
Keputusan Ketua Mahkamah agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tanggal
13 Mei 2009, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.
035/SK/IX/2008 tentang petunjuk pelaksanaan keputusan ketua Mahkamah
Agung No. 071/KMA/SK/V/2008, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53

tahun 2010 tantang peraturan disiplin pegawai Negeri sipil

B. Pertimbangan Hakim terhadap sanksi hukuman kumulatif pada pelaku
tindak pidana narkotika.

Dalam hal hakim mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana
penjara pendek (tiga bulan ke bawah) atau menjatuhkan pidana denda, maka
menurut konsep 1982 hakim hanya dihadapkan pada dua kemungkinan, yaitu
memasukkan terdakwa ke dalam lembaga pemasyarakatan dengan
menjatuhkan pidana penjara atau hanya mengenakan pidana pengawasan.
Kedua-duanya sudah barang tentu mengandung resiko. Untuk mengurangi
risiko dari akibat-akibat negatif kedua jenis pidana itu apabila ditetapkan

secara terpisah, maka dirasakan perlunya jenis pidana itu apabila diterapkan
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secara terpisah, maka disarankan perlinya jenis pidana yang lebih ringan dari
pidana penjara biasa tetapi lebih berat dari pidana pengawasan. Jadi,
dirasakan perlunya mengembangkan jenis pidana yang diperkirakan dapat
mewujudkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan atau
pengamanan masyarakat dan kepentingan individu. Atau dengan kata lain,
diperlukan jenis pidana yang dapat mengkrompromikan atau memanfaatkan
segi-segi positif dari pidana penjara disatu pihak dan pidana pengawasan
dilain pihak. Kebutuhan yang demikian itu, hemat kami dapat dipenuhi
dengan tersedianya pidana penjara terbatas. Dengan disediakannya
kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana gabungan ini di
harapkan sekurang-kurangnya ada dua ketentuan praktis yang dapat dicapai,
yaitu: memberikan dasar motivasi yang lebih mantap bagi para penegak
hukum (jaksa dan hakim) untuk lebih mengefektifkan jenis pidana yang
mengandung sifat non-custodian. Dalam praktis selama ini sangat sedikit
sekali perkara (hanya sekitar 1-5%) yang dituntut atau dijatuhi pidana
bersyarat. Alasan praktis yang dikemukakan para jaksa dan hakim ialah,
bahwa kemampuan untuk mengawasi terpidana yang dijatuhi pidana
bersyarat itu masih sangat terbatas karena belum tersedianya sarana dan
prasarana yang cukup. Dengan tersedianya kemungkinan untuk menjatuhkan
pidana pengawasan yang dapat disamakan dengan pidana bersyarat, bersama-
sama dengan pidana penjara, maka di samping memberikan jalan keluar bagi
“keengganan” para penegak hukum, juga semacam jembatan dalam masa

transisi untuk bener-banar dapat mengefektifkan jenis pidana yang bersifat
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non-custodian. Memberikan kemampuan dan kelegaan bagi masyarakat pada
umunya dan korban tindak pidana pada kasusnya, bahkan juga terpidana,
yang memandang penjatuhan pidana bersyarat atau pidana pengawasan itu
sama dengan tindak dipidana sama selaki.

Latar belakang lainnya ialah sehubungan dengan gagasan ‘pidana
penjara pengganti” menurut konsep KUHP 1982, dalam konsep 1982 hanya
dikenel satu jenis pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara,

yang semula disebut dengan istilah “ pidana pemasyarakat

C. Dasar Hukuman Penetapan Hukuman (Putusan Hakim No.

08/PID.B/2009/PN Madiun)

PUTUSAN
NOMOR 08/PID.B/2009/PN
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”
Pengadilan Tinggi Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana

dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa;
Nama . Terdakwa
Tempat lahir :  Magetan
Umur/tgl lahir : 36 Tahun/Tahun 1964
Jenis Kelamin . Perempuan

Kebangsaan . Indonesia
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Tempat tinggal . Kabupaten Madiun
Agama :  Islam
Pekerjaan :  Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/ penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Desember 2008 s/d tanggal 23 Desember
2008;

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tangal 24 Desember
2008 s/d tanggal 01 Februari 2009,

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2009 s/d tanggal 16 Februari
2009;

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari
2009 s/d tanggal 18 Maret 2009,

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2009 s/d tanggal 19
Maret 2009;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2009 s/d
tanggal 18 Mei 2009;

7. Hakim Pengadilan Tinggi Madiun, sejak tanggal 22 Maret 2009 s/d
tanggal 20 April 2009,

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Madiun, sejak tanggal 21 April

2009 s/d tanggal 19 Juni 2009;
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Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Madiun tanggal 19 April April
2009 No.08/pid.b/2009/PN.Madiun, tentang penunjukan Hakim Majelis
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa
telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan
yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Madiun tertanggal
12 Februari 2009 No. Reg Perk : 08/pid.b/2009/PN.Madiun yang berbunyi

sebagai berikut;

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2008
sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan
Novembef 2009, bertempat dirumah orang tua Terdakwa di desa Manisrejo
Kec. Taman Kab.Madiun atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
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Perbuatan Terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 74

ayat (1) huruf (a) UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR
Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2008
sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

November 2008, bertempat dirumah orang tua Terdakwa di Desa Manisrejo

Kec. Taman Kab.Madiun tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

tanaman, Perbuatan Terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana
menurut pasal 74 ayat (1) huruf (a) UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya
tanggal 11 Maret 2009 No.Reg.Perk:08/pid.b/2009/PN meminta agar

Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana
melanggar pasal 78 ayat (1) huruf (a) UU No.22 Tahun 1997 tentang
narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5
(lima) tahun potong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyard) subsidair 3
(tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :alam plastik bening;

- 1 (satu) paket besar diduga shabu-shabu;
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- 1 lembar baju kaos warna merah;
- 9 lembar uang Rp. 1.000.000;
Dipergunakan dalam perkara lat;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum
tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun telah menjatuhkan
putusan pada tanggal 18 Maret 2009, No. 08/pid.b/2009/PN. Madiun yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (1) huruf
(a) UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika atau dakwaan primair;

2. Membebankan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menguasai atau
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) tahun;

5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.
1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa dihukum dengan pidana kurungan
selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi
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seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

o 1 (satu) paket besar shabu-shabu dalam plastik bening;

1 (satu) paket lebih besar diduga shabu-shabu;

1 (satu) buah kaleng tempat beras;

1 (satu) lembar baju kaos warna merah;

9 (sembilan) lembar uang Rp. 1.000.000;

¢ 2 (dua) buah Hp merk Nokia
Digunakan dalam perkara lain;
9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
Menimbang, bahwa dari Akta permintaan Banding yang dibuat oleh Firman, SH
Panitera Pengadilan Negeri Madiun menyatakan bahwa pada tanggal 22 Maret
2009 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori

banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 18
Maret 2009, No.08/pid.b/2009/PN.Madiun  tersebut, dengan demikian
permintaan banding diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-
Syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya

permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;
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Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti
dengan seksama berkas perkara, surat dakwaan serta berita acara persidangan,
memori banding, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 18
Maret 2009, No. 08/pid.b/2009/PN.Madiun, yang dimintakan banding tersebut,
Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan
Negeri sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan
tersebut menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari
Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan nomor 1

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam
mempertimbangkan pasal yang didakwakan sudah tepat dan benar, karena
perbuatan saksi Najmiati memberikan shabu-shabu kepada Terdakwa untuk
dicarikan pembeli dengan menjanjikan upah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
tersebut bukan Terdakwa sebagai penjual tetapi merupakan perantara saja,
sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penjual,

2. Terhadap keberatan nomor 2

Bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat
Pertama hukuman kumulatif hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
berpendapat bahwa dilihat dari jumlah/berat shabu-shabu tersebut sampai 1 gram,
maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, karena

keputusan tersebut berdasarkan keadaan apakah mungkin terhadap Terdakwa yang
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Mengingat dan memperhatikan pasal 78 ayat (1) huruf (a) Undang-
undang No. 22 Tahun 1997, serta peraturan—peraturan hukum lain yang

bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 18 Maret
2009, No. 08/pid.b/2009/PN.Madiun, yang dimohonkan banding tersebut;

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.-
(dua ribu lima ratus rupiah),

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Madiun pada hari Senin tanggal 03 Mei 2009, oleh
kami BANDUNG SUHERMOYO, SH, M. Hum Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Madiun selaku Hakim Ketua, BAMBANG MYANTO, SH. MH dan
DYAH NURSANTI, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Madiun selaku
Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SITI
ROHMATUN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan

tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;*°

% Putusan PN Kabupaten Madiun, Nomor. 08/pid,B/2009/PN. Madiun.



70

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

TIWIK, SH.M Hum BANDUNG S. SH, M. Hum
DYAH NURSANTI, SH
PANITERA PENGGANTI

SITI RIHMATUN, SH



BABIV
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MADIUN
TENTANG SANKSI HUKUMAN KUMULATIF TERHADAP PELAKU

TINDAK PIDANA

A. Analisis menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1997
Narkotika adalah sebuah singkatan dari kata narkotika dan obat-obatan
telarang. Sedangkan istilah lain dari narkotika adalah NAPZA, yang
merupakan kepanjangan dari narkotika, al-khohol, psikotropika, dan zat adiktif.
Semua bentuk narkoba adalah benda-banda atau zat kimia yang dapat

menimbulkan efek kenikmatan sesaat yang memabukkan.

Jadi yang disebut narkotika tidak hanya satu macam tetapi bemacam-
macam. Seperti ganja, putaw, sabu-sabu, ekstasi, morfin, heroin, dil.
Bentuknya pun bemacam-macam. Ada yang cair, serbuk, tablet, kapsul dan
gas. Demikian juga cara mengkonsumsinya, juga beraneka ragam. Ada yang
diminum, ditelan, dihirup, dihisab, dan disuntikkan.! Keberadaan narkotika
juga membakan siluman, sebagaimana sifat setan yang tidak tampak tetapi
membahayakan. Narkotika beredar di dalam lingkaran orang-orang yang
cenderung dalam kesesatan hidup dalam keremangan malam. Ia beredar
dikalangan orang-orang nakal, para penjudi dan pezina. Sarang-sarang
penyebaran narkotika berada di tempat-tempat hiburan, tempat maksiat dan

pangkalan anak-anak nakal dan para penjahat.  Narkotika dijadikan

3! Kartini Kartono, Kenakalan Remaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 22
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pelampiasan bertindak bertanggung jawab dalam hidup. Dan narkotika
dijadikan solusi dan pelarian oleh orang-orang yang tindak bertanggung jawab
dan tidak beriman atas permasalahan dan problemmatika hidup. Mereka
menyangka dengan mengkonsumsi narkotika persoalan hidup akan selesai,
kebahagiaan hidup akan ia rasakan dan terbebas dari kesengsaraan. Tetapi;
semua khayalan tentang kenikmatan narkotika adalah fatamorgana dan angan-%
angan kosong yang memang dibisikan oleh iblis dan teman-temannya. |
Motifasi para pengguna narkotika kebanyakan adalah:
1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan hal-hal yang berbahaya,
seperti berkelahi.,

2. Untuk menentang atau melawan suatu otoritas.,
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.,
4. Melampiaskan kesepian, dan memperoleh pengalaman emosional.,
5. Berusaha untuk menemukan arti kehidupan.,
6. Untuk mengisi kekosongan dan perasaan bosan karena kurang kesibukan.,
7. Pelarian dari rasa frustasi dan kegelisahan masalah.,
8. Mengikuti kemauan kawan-kawan demi rasa solidaritas.,
9. Karena dorongan rasa ingin tahu.,
10. Untuk pengobatan.,

Para pengguna barang haram yang dimaksud narkotika dapat diketahui
tanda-tandanya, khusus yang telah mengalami ketergantungan. Sedangkan
gejala-gejala tersebut memiliki kekhususan pada jenis narkotika yang

mengkonsumsinya:
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Candu,yaitu para pecandu akan mengalami gejala-gejala yang dapat

diketahui, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang tuanya.

Morfin, heroin atau putaw (opiate): mereka yang mengkonsumsi NAPZA
jenis opiat, baik dengan cara menghirup asap setelah bubuk opiate dibakar
atau disuntikkan setelah bubuk opiat dilarutkan dalam air.

Kokain : narkotika jenis kokain dengan cara dihirup melalui hidung (
bubuk kokain disedot atau dihisab melalui hidung), akan mengalami
gangguan mental dan perilaku.

Ganja : orang yang mengkonsumsi narkotika ini akan memperlihatkan
perubahan-perubahan mental dan perilaku.

Alkhohol : minuman keras adalah jenis narkotika dalam bentuk minuman
yang tercampur dengan al-khohol (dengan berbagai ragam prosentase
campuran). MUI (Majelis Ulama’ Indonesia) telah memberikan fatwa

keharamannya pada minuman keras jenis ini tanpa memperdulikan kadar
kendungan al-khoholnya. Alkhohol termasuk zat ediktif, artinya; zat yang

dapat ketergantungan (dependensi). Gangguan mental organic yang terjadi
pada seorang peminum minuman keras.

Estasy dan Sabu-sabu : narkotika jenis ini (amphetamine) atau

psikotropika golongan I, misalnya pil ecstasy (ditelan), atau sabu-sabu

dihirup dengan alat kusus yang disebut ‘bong’ akan mengalami gejala-
gejala.

Tembakau (rokok) : tembakau atau rokok temasuk zat ediktif karena

menimbulkan adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan). Oleh
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karena itu tembakau atau rokok termasuk dalam golongan NAPZA.
Mereka yang sudah ketagihan dan ketergantungan tembakau bila
pemakainnya dihentikan akan timbul sindrom putus tembakau atau

ketagihan dan ketergantungan. *

B. Analisis menurut Fikih Jinayah

Hukuman atau hukum  pidana Islam disebut “al-Uqubat”
(tunggalnya “al-Uqubaat) yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun
tindak pidana kriminal®® Hanya ada sedikit perbedaan diantara kedua hal
tersebut. Syari’at menekankan dipenuhi semua hak-hak individu maupun
masyarakat secara umum. Hukum yang memberi kesempatan penyembuhan
kepada masyarakat merupakan perkara pidana, dan kau ia ditunjukan kepada
masyarakat merupakan perkara pidana, dank au ia ditunjukan kepada
perorangan adalah hal yang merugi (dan disebut delik aduan). Al-Uqubat
sama dikenakan baik kepada kaum muslim maupun bukan muslim disebut
syara islam. Seorang muslim tetap akan dihukum karena melakukan suatu
tindak pidana sekalipun andaikan hal itu dilakukannya jauh dari Negara
islam. Dalam pengertian yang terakhir, ia merupakan tindak kriminal
terhadap Allah dan akan dihukum setelah dia kembali di tempatnya atau

ditangkap oleh petugas nagara islam.>
Qadhi atau hakim syariat harus berpegangan pada hukum yang telah

ditetapkan dalam kasus al-Uqubaat itu, dan keranya dia tidak boleh

32 Undang-Undang Narkotika No. 22 Tzhun 1997, 7
:i Zahroni, Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, (Jakarta: Grafis Awanawan, 1980), 88
Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 5-6
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menggunakan hukuman lain selain yang telah ditetapkan oleh hukum Allah
sesuai dengan perintah al-Quran dan al-Sunnah bila tidak demikian maka dia
akan dianggap sebagai seorang yang melakukan kejahatan®® Bahwa
hukuman merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang mesti adanya, karena
untuk menjaga situasi masyarakat yang mesti adanya, karena untuk menjaga
situasi masyarakat dan individu dengan stabilnya keamanan di kalangan
mereka, serta terealisasinya keadilan dan persamaan diantara mereka. Hikmah
dan- rahmat Allah kepada hambanya, telah menghendaki agar manusia
beribadah dengan suatu agama yang melebihi aturan-aturan yang buat
manusia untuk dirinya sendiri dan dapat menjamin dari sudut pandang
kebaikan yang tidak dapat diketahui oleh akal manusia. Kebiasaan telah
berlaku seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa yang pertama dinamai
dengan hukum wadh’i (hukum Positif) dan yang kedua dinamai dengan
hukum samawi ( hukum Langit). Kejam dan tidak menusiawi. Begitulah
kesan sebagian masyarakat kita terhadap hukum pidana Islam (Fikih
Jinayah). Tiap mendengar pidana Islam, yang terbayang biasanya hukuman
potong tangan dan rajam. Prof. Amin Suma, anggota tim revisi KUHP,
menyayangkan kesan yang keliru itu. “ hukum pidana Islam tidah hanya
berisi hukuman atau uqubat. Hukum pidana Islam adalah sebuah system yang
saling terkait,” ujarnya dalam sarasehan himpunan ilmuwan dan sarjana

Syariah (HISSI) di UIN Syarif Hidayatul Jakarta, pecan lalu.

3% Muhammad Ali, Sejarah Fikih Islam, (Jakarta: al-Kausar, 2003), 8-12.
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KUHP kini dilakukan secara sistemik dengan menyerap filosofi
dan kultur yang ada dimasyarakat. Dengan begitu, menurut Prof. Amin,
hukum Islam yang telah berkembang di tanah air biasa diadopsi pula ke dalan
KUHP. Jika menengok sejarah, hukum pidana Islam sudah pernah
diberlakukan oleh beberapa kerajaan Islam di Jawa pada abad ke-16.
buktinya waktu itu ditemukan banyak orang yang tanganya bunting karena
dihukum potong tangan,” kata Prof. Amin. Hanya, pada masa kolonialisme,
hukum pidana Islam nyaris tidak pernah diterapkan.*

Hukum pidana Islam dengan Fikih Jinayah ini memiliki banyak
kesesuaian. “ tidak perlu dipertentangkan,” hukum pidana menegaskan,
seseorang tidak bisa dihukum jika tidak ada aturan yang melarang perbuatan
orang itu. Fikih Jinayah juga punya asas demikian. Prinsipnya, seluruh
perbuatan pada dasarnya boleh dilakukan, kecuali jika ada peraturan yang
melarangnya. Hal lain dari fikih jiyanah yang bisa diadopsi ke dalam KUHP
adalah kensep diyat. “ini beberapa dengan konsep denda dalam hukum
pidana,” diyat adalah pembayaran dalam jumlah tertentu yang harus diberikan
terdakwa kepada korban atau keluarganya. Sedangkan denda harus diberikan
kepada Negara. Dari beberapa segi, konsep diyat ini dinilai lebih pas
memulihkan hak-hak korban tindak pidana. Kalau yang dirugikan adalah
korban, kenapa justru Negara yang menerima denda dari terdakwa. JM
Muslimin, ketua Assosiasi Dosen Syariah Indonesia, menyatakan,

membumikan hukum pidana Islam bukanlah pekerjaan yang gampang.

3 Jail Mubarok, Kaidah Figh Jinayah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 115.
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Dibituhkan peran Negara karena berkaitan dengan hukum publik. Ini berbeda
dengan penerapan hukum perdata Islam. Mesir misalnya, sejak 1940-an
menegaskan dalam konstitusinya bahwa satu-satunya system hukum yang
dipakai di Negara Piramida itu adalah hukum Islam. Namun faktanya tak
seluruh hukum Islam ditetapkan di sana. Yang diberlakukan secara
menyeluruh hanya hukum pidana Islam. Sementara hukum publiknya tetap
mengacu kepada hukum warisan Perancis.”’

Allah swt telah menetapkan ukum-hukum uqubat (pidana sanksi,
dan pelanggaran) dalam peraturan Islam sebagai “pencegah” dan “penebus”.
Sebagai pencegah, karena berfungsi mencegah manusia dari tindak kriminal,
dan sebagai penebus, karena berfungsi menebus dosa seorang muslim dari
azab Allah dihari kiamat. Keberadaan uqubat dalam Islam, berfungsi sebagai
pencegah, telah disebutkan dalam al-Qur’an (Q. S. al-Baqarah (2) : 179) :

(VY4) {545 0 YT Ao G 8GR il 3 28T,
“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai
tl);ag): -orang yang berakal, supaya kamu bertagwa.” ( Q. S. al-Baqarah (2) :

Yang dimaksud dengan ada jaminan kehidupan sebagai akibat
pelaksanaan qishash adalah melestarikan kehidupan masyarakat, bukan
kahidupan sang terpidana. Sebab, bagi dia adalah kematian. Sedangkan bagi
masyarakat yang menyaksikan penerapan hukuman tersebut bagi orang-orang
yang berakal tentulah menjadi tidak berani membunuh, sebab kensekuensi

membunuh adalah dibunub. Demikian pula halnya dengan hukuman-

37 Muhammad Ikbal, Arti Definisi/ * Hukum Pidana Islam sebagai Penebus dan Pencegah” dalam
l_}stt://amanduqOI.wordpress.com. 01 Apri 2011.
Departemen Agama, al-Quran dan Terjemahan, 176-177
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hukuman lainnya, sebagai bentuk pencegahan terjadinya kriminalitas yang
merajalela. Yang dimaksud dengan tindakan kriminal adalah suatu perbuatan
yang dipandang tercela oleh syara’. Oleh karena itu, suatu perbuatan tidak
dapat dikategorikan tindakan kriminal, kecuali apabila telah ditetapkan
melalui nash syara’ (al-Qur’an, hadits, dan apa-apa yang ditunjuk keduanya).
Jika manusia melanggar perintah atau larangan Allah, berarti dia telah

melakukan perbuatan tercela, dianggap telah melakukan tindak kriminal,
|

sehingga harus dijatuhi hukljxq"lan atas kriminalitas yang melakukannya.
Sebab, tanpa pemberlakuan hu&cuman bagi para pelanggar, hukum tidak akan
menmiliki arti apa-apa. Suatu perintah tidak akan bernilai apa-apa jika tak ada
balasan (hukuman) bagi pelanggaran yang mengabaikan perintah tersebut.
Syariat islam telah menjelaskan bahwa pelaku kriminalitas akan mendapatkan
hukuman, baik hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat. Allah akan
mengazab mereka di akhirat, dengan hukuman yang nyata, sebagaimana

firmanya:
LN 3 2 WG, B - S 2-% o o}~ s, ®2 L Tdkd 2 4% 08 LI IEANEY Itd
agic CEER) Yy 1505 agile (Sml) Y GSga U aed 1088 0adll
(Y1) o588 U8 (o33 eI Lo (s
“ Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahannam. Mereka tidak

dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak (pula)diringankan dari mereka
azabnya.” (Q. S. Faathir (35): 36)*

\J(V‘)oﬁhs‘—OaY!a\*LYJ("")eaaanue;:ﬂ‘d&)ﬂalf
(YY) &silaladi vy Akt
“Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini. Dan tiada
(pula) makana sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada

yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.” (Q.S. al-Haaqqah
(69):35-37.

**Departemen Agama, al-Quran dan Terjemahan, 701
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(V1) 58l G2 17551 0) LIl G DK
“sesungguhnya mereka itu adalah api yang bergejolak, yang mengupaskan
kulit kepala.” (Q. S. al-Ma 'aarij (70):15-16)"

Ada banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan dasyatnya
siksaan Allah di akhirat, bagi orang-orang yang berdosa. Bagi yang
memperhatikan dengan sungguh-sungguh, tentunya akan merasa ngeri
sehingga akan menganggap enteng semua hukuman di dunia. Akan tetapi,
sungguh maha pemuralah Allah SWT. Bagi hambanya yang beriman terhadap
seluruh firman-firmanya, dia sediakan alternative yang mampu “menebus”
dosa-dosanya di akhirat, yakni berupa serangkaian hukum pidana di dunia.
Allah telah menjelaskan dalam Qur’an dan Hadits, baik secara global maupun
terperinci, hukum-hukum pidana bagi setiap pelaku kriminalitas. Seperti:
mencuri, berzina, mabuk, merontokkan gigi orang lain, dan sebagainya. Allah
memberikan wewenang pelaksanaan hukuman tersebut kepada Imam
(khalifah: pemimpin tugal atas seluruh kaum muslimin) dan wakil-wakilnya
(para hakim), yaitu, dengan menerapkan sangsi-sangsi yang telah ditetapkan
oleh Negara Islam (Khilafah), baik berupa hudud, ta’zir, maupun kafarat
(denda). Hukuman yang dijatuhkan ini akan menggugurkan siksaan di akhirat
terhadap pelaku kejahatan.

Dalilnya, adalah apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ubadah
bin Shamit, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda yang

artinya:

% Departemen Agama, al-Quran dan Terjemahan, 974
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“ Kalian berbai at kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu
apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak
membuat-buat dusta, yang kalian ada-adakan sendiri, dan tidak bermaksiat
dalam kebaikan. Siapa saja yang menepatinya maka Allah akan menyediakan
pahala, dan siapa saja yang melanggarnya kemudian dihukum di dunia,
maka hukuman itu akan menjadi penebus baginya. Dan siapa saja yang
melanggarnya kemudian Allah menutupinya (tidak sempat dihukum di dunia),
maka urusan itu diserahkan kepada Allah. Jika Allah berkehendak, maka Dia
akan menyiksanya. Dan jika Allah berkehendak, maka dia akan

memaafkannya.”

Oleh karena itu, tidak aneh jika kita jumpai dalam sejarah, kaum
muslimin yang berbondong-bondong meminta hukuman dunia, walaupun
hanya dia dan Allah sajalah yang mengetahui perbuatan dosa yang
dilakukannya, mereka rela menehan sakitnya cambuk, rajam, (dihujani batu
sebagai hukuman atas pezina yang telah menikah), potong tangan, maupun
hukuman mati, demi mendapatkan keridloan Allah di akhirat. Salah satu
perbedaan hukum pidana islam dengan hukum positif terlihat jelas pada delik
pembunuhan atau pelukaan. Perbedaan ini terletak pada dipertimbangkannya
hak dari korban pelukaan atau hak bagi keluarga pada korban pembunuhan.
Dalam hukum pidana islam dikenal adanya asas pemberian ma’af. Sehingga
korban dari penganiayaan ataupun keluarga korban pembunuhan dapat
memberikan pema’afan kepada pelaku. Delik pembunuhan misalnya, maka
pelaku diancam hukuman had yang dalam hal ini adalah gisas. Sesuai firman
Allah:

(VYA)...... GBI 3 (alialll 23 G815 0l el G

“hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gqisas berkenaan
dengan orang-orang yang dibunuh.” (al-Bagarah: 178 4

1 Departemen Agama, al-Quran dan Terjemahan, 43
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Perlu diketahui, bahwa dalam hukuman had, ada hak Allah dan hak
manusia. Namun dalam hal tindak pidana pembunuhan dan pelukaan atau
penganiayaan, yang lebih dominan adalah hak insani atau hak manusia. Hal

ini terlihat pada sambungan ayat di atas:

msgﬁuw\gﬁ\@g‘w\;ﬂ;gﬂn ARG (R R

u,’);:dugu:u“ ’*mtwug.m Sn.,u.us:\, Al
t_“.l .lx:i LQ-“‘"‘ UAS 4.40;:):3 J u.a una.a L“J u\.m;\.: G‘J‘_,
(YYA) 2l ‘.,.4\32;413

“Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pema’afan dari saudaranya,
hendaklah (yvang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi ma’af) membanyar (diyat) kepada yang memberi
ma’af dengan cara yang terbaik (pula). Yang demikian itu adalah suvatu
keringanan dari tuhan kamu dan rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas
sesudah itu maka baginya siksa yang amat pedih.” (al-Baqarah: 178)

Dari ayat tersebut di atas dapat difahami bahwa bagi keluarga korban
pembunuhan, diberikan hak mema’afkan, sehingga gugurlah hukuman gisas
dang anti dengan hukuman membanyar diyat (uang dispensasi) kepada
keluarga korban. Begitulah pula dengan delik pelaku penganiayaan. Disini
terlihat jelas bahwa hak korban atau keluarga korban turut dipertimbangkan
dalam penjatuhan hukuman. Berbeda dengan hukum positif, delik
pembunuhan merupakan delik publik yang hak sepenuhnya berada ditangan
Negara atau Undang-undang. Walaupun keluarga korban memberikan hak
ma’afnya, tidak akan mempengaruhi penjatuhan hukuman, sehingga
hukuman tidak akan menjadi lebih ringan atas pema’afan tersebut. Masalah
hukuman dalam perkara pidana khususnya, diserahkan kepada hakim, untuk
memberikan ukuran pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebagai hukum dan

keadilan, dan yang dikaitkan dengan Negara berkembang yang sedang
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membangun. Agar hakim dapat menerapkan pidana penjara secara selektif
dan dengan demikian pidana penjara diharapkan dapat berfungsi secara
efektif sesuai dengan tujuanya, maka dalam kebijakan legeslatif perlu
dirumuskan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Ini bersifat umum
maupun khusus yang berhubungan dengan pidana penjara dan hukum islam
disusun dengan menggunakan perumusan negatif. Oleh karena itu, sangat
perlu meneliti masalah-masalah kriminal dan sebab-sebab yang
mempengaruhi. Melakukan tindak pidana juga sifat kejiwaan, mencegah
peningkatan kriminalitas pada masa yang akan dataxvlg.42

Dimanapun juga masyarakat perlu disalahkan demikian pula tatanan
kelembagaan sosial, para pemimpin serta anggota masyarakat yang
membantu dan merangsang timbulnya suatu tindak pidana tertentu. Dalam
hukum isalam hakim lebih diutamakan untuk menentukan suatau putusan
karena kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan bukan sebaliknya.
Oleh sebab itu criminal yang dilakukan mengganggu kedamaian masyarakat
akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah, sang pencipta. Sebagaimana
yang telah diketahui, masysrskat tak berhak zhalim pribadi anggotanya jika
kepentingan para individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak
prang lain maupun masyarakat.

Ketika Ali bin Abi Thalib berkata kepada Umar bim Khattab : “apakah
engkau mengetahui terhadap siapakan kebaikan atau kejahatan tidak dicatat,

dan tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan : orang gila sampai dia

%2 Oemar Seno, Hukum-Hakim Pidana, (Jakarta: Erlangga, 1984), 4-11.
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waras;anak-anak sampai dia baligh (puber) ; dan orng tidur sampai dia
bangun”. (Riwayat Bhukhari) syariat juga sependapat dengan pandangan
tersebut bahwa tak ada tindakan yang dapat disebut kriminak bila waktu
perbuatan itu dijalankan, pelakuan mengalami gangguan mental, tetapi juga
tidak menyamaratakan dan mengganggap setiap tindak kriminal sebagai
kekacauan mental atau setiap perbuatan jahat semata-mata merupakann
bentuk dorongan batin yang tak berkendalian. Kejahatan dan dosa sering

merupakan penjelmaan dari sifat mementingkan diri sendiri, tamak, nafsu

mem{)alas dendam, perbuatan berlebihan dan keangkuhan yang terdapat pada
manusia. Tak diragukan lagi, kesediaan berbuat baik merupakan suatu
kebaikan yang ideal asalkan ia tidak membuka jalan untuk menggoda dan
merangsang melvaskan kerusuhan di dunia (Fasad bin Ardh). Tingkat
kejahatan jelas akan meningkat bila tidak alat yang menggerkannya yang
dijalankan oleh para pengelola urusan masyarakat. Pada abad ke 20 ini kita
telah melihat bahwa berbagai tindak pidana sangat mengganggu yang ada di
dunia.

Dr. James Seth telah berkata hukuman kumulatif saling
ketergantungan sekali-kalii tidaklah saling menutup. Menurutnya,
berdasarkan sifat kebijakan manusia dan kepribadianya, maka criminal harus
diyakinkan dengan hukuman yang adil. Tetapi pernyataanlah adalah,
bagaimana anda akan meyakinkan tindak kriminal yang telah dilakukan oleh
seorang bandit yang parah, bertindak seperti orang yang ingin membunuh,

merampok senjata, memperkosa dan terus melakukan pencurian serta
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hukuman kumulatif yang adil. Ada hukuman Allah yang harus disadari sejak

masa kanak-kanak dalam sebuah kelvuarga muslim.



BABYV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim terhadap sanksi hukuman kumulatif merujuk pada
putusan yang telah ditetapkan dalam perkara narkotika. Memacu pada hukuman
kumulatif karena banyaknya sanksi hukuman sehingga dipakeklah hukuman
kumulatif.

Tinjauan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 terhadap putusan hakim No.
08/pid.b/2009/PN Madiun ini tentang narkotika, hakim memutuskan bahwa
terdakwa dikenakan sanksi pidana pasal 78 ayat 1 (a) dan (b) penjara 5 tahun
penjara dan denda 1 (milyat).

Tinjauan Fikih Jinayah terhadap sanksi hukuman kumulatif sama saja
tindak pidana dalam hukum Islam. Pidana Islam masuk dalam “uqubat” dan
hukuman dalam islam bersifat kumulatif karena hukuman potong tangan, rajam

dan lain-lain.

B. SARAN

Ide-ide pemberantas narkotika seperti ditawarkan kritis kaum tertindas
sudah seharusnya menjadi acuan bagi para pemikir dan praktisi pendidikan Islam
saat ini dalam merumuskan kembali tujuan-tujuan serta orientasi hukuman

narkotika dalam islam.
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Melestarikan nilai-nilai lama yang positif, dan mengambil nilai-nilai baru
yang lebih baik. Sehingga tantangan-tantangan umat Islam yang dari waktu ke-
waktu selalu mengalami perubahan dapat ditangkap dan disesuaikan sesuai
dengan konteks zamannya.

Kepada pemegang kebijakan riil tentang narkotika dan hukuman kumulatif
di tingkat kelembagaan, diharapkan bisa memberantas kenakalan remaja sebagai
upaya memperbaiki masyarakat. Sehingga hukum Islam mampu menjadi
rahmatallil ‘alamin dan peradaban manusia.

Bagi peneliti hukuman narkotika berikutnya bisa diharapkan dapat
melakukan penelitian lanjutan yang menawarkan dialog sebagai alat ampuh untuk
meningkatkan mutu pendidikan atau wawasan tentang bahayanya narkotika.
Kajian tentang ini dapat berupa analisa terhadap berbagai pemikiran dan aliran
pendidikan tentang hukuman kumulatif yang dikembangkan oleh para pemikir
pendidikan kontemporer untuk selanjutnya dikembangkan dalam konteks

Indonesia, terutama dalam hukum Islam.
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